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Menimbang

Mengingat

PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI BELU,

bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli
diaerah, mengoptimalkan pengelolaan pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan di wilayah Kabupaten
Belu, perlu mengatur tata cara pemungutan pajak bumi
bangunan perdesaan dan perkotaan:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Peraturan Daerah
Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Tata Cara Pemungutan

Pajak diatur dengan Peraluran Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam

hurul a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembeniukan Daerah- Daerah Tingkat 11 Dalam Wilayah
Dacrah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tengpara Baral dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
REepublik Indonesia Nomor 1655):




. Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tenlang
Pemerintahan Dacrah  (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nonor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penelapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 6856];

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
ketentuan Umum Pajak Daerash Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
KNomor 6881);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan
Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;

. Peraluran Menteri Keuangan Nomor 186/PME.03/2019
tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan
Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoer 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021
tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
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Provingi Dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara
Implementasi  Elektronifikasi  Transaksi  Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2021
MNomor 1283):

10. Peraturan  Dircktur Jenderal Pajak Nomor PER-05
JPJ {201 Ttentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik;
1. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2024
lentang Pajak Daerah dan Relribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomeor 1549);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG  TATA  CARA
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:

1 Pajak Daerah yang selanjuinya disebul Pajak adalah kontribusi
wajib kepada dacrah yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
sclanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dimiliki,
dikuasai danfatau danj/atau bangunan yang dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau badan, kecuali kawasan vang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

3. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan
wilayah Daerah

5 Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan
secara tetap pada tanah dan/fatau perairan.
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k.

10.

11.

12,

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah
harga rata-rata yang diperolch transaksi jual beli yang terjadi secara
wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli. NJOP
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang
sejenis. atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

Nilai Jual Objek Pajak Bangunan yang selanjutnya disebut NJOP
Bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya pembangunan baru
seliap  jenis bangunan  seleluh  dikurangi  penyusulan  fisik
berdasarkan metode penilaian ke dalam klasifikasi, penggolongan
dan ketentuan nilai jual Bangunan yang akan ditetapkan dalam
Keputusan Bupati.

Nilai Jual Objek Pajak Pengganti yang selanjutnya disebut NJOP
Pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual
suatu objek Pajak yang berdasarkan pada hasil produksi chjek
Pajak tersebut.

Pemutakhiran Basis Data adalah pekerjaan vang dilakukan untuk
menyesuaikan data vang disimpan di dalam basis data dengan data
vang sebenarnya di lapangan.

Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomer
identifikasi objek Pajak (termasuk objek vang tidak dikenakan Pajak
yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan
satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan
desa ' kelurahan,

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
NPWPD adalah nomor yang diberitkan kepada Wajib Pajak schagai
sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai
tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan
hak dan kewajiban perpajakan.

Zonug Nulsi Tanah yung selanjutnyes disingkat ZNT adalah sustu zona
geografis yang terdiri atas sekelompok objek Pajak yang mempunyai
satu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi olch batas
penguasaan/pemilikan objek Pajak dalam satu wilavah administrasi
desa/kelurahan yang tidak terikat kepada batas blok.

Peta Zona Nilai Tanah yang selanjutnya dizebut Peta ZNT adalah
peta yang menggambarkan suatu zona geografis yvang terdini atas

sekelompok objek Pajak vang mempunyai salu nilai indikasi rata-




17.

20,

21.

13.

14.

w

16,

18.

19.

rata yvang dibatasi oleh batas penguasaan)pemilikan objek Pajak
dalam satu wilayah administrasi desa/kelurahan.

Daftar Biaya Komponen Bangunan yang sclanjutnya disingkat
DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan
nilai Bangunan berdasarkan pendekatan biaya yvang terdiri dari
biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material
Bangunan dan biaya komponen flasilitas Bangunan,

Penyusutan adalah berkurangnya nilai Bangunan yvang disebabkan
oleh keusangan/penurunan kondisi fisik Bangunan.

Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh,
mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan
subjek Pajak Bumi dan Bangunan.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan
yang dimiliki. dikuasal, dan/atau dimanfastksn oleh orang pribadi
atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah crang pribadi atau Badan
yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau
memperolch manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai,
dan fatau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
sclanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan
yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau
memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai,
dan fatau memperolch manfaat atas Bangunan.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 {satu) tahun
kalender.

Pajak yang Terutang adalah Pajak vang harus dibayar pada suatu
saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian
Tahun Pajak scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu  rangkaian kegiatan mulai  dari

penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya
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Pajak yang lerutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib
Pajak serla pengawasan penyvelorannya,

22. Rekening Kas Umum Daerah yvang selanjutnya disingkat RKUD

adalah rekening tempatl penyimpanan uang daerah yang ditentukan

oleh kepala dacrah untuk e
3|

nampung seluruh penerimaan daerah
An membayar seluruh pengeluaran  daerah
ditetapkan

23. Bank RKUD adalah

pada bank wa ng

bank vang dilunjuk pemerintah daerah uniuk
menempatkan REUD.

24,  Instrumen Pembayaran Non Tunai adalah media yang digunakan

dalam transaksi keuangan secara non tunai, baik berbasiz kartu

MAUPUN S&TUer,

25. Kanal Pembayaran Nontunai adalah media yvang dipunakan untuk
memproses  Instrumen Pembayaran Nontunai dalam transaksi
pembayaran.

26. Penyedia Jasa Pembayaran yang selanjulnya disingkat PJP adalah

bank atau lembaga selain bank yang menyediakan jasa untuk

memfasilitasi  transaksi pembayaran kepada pengguna jasa
scbagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai
sistem pembayaran.

27. Approval Code adalah bentuk pengesahan pembavaran PBB-P2
yang dilakukan secara elekironik yang dibuat dalam [ormat lertentu
serta diproses secara otomatis melalul data elektronik (Pemungutan)

28. Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan/atau Lampiran Surat
Pemberitahuan Objck Pajak vang sclanjutnya disingkat SPOP
dan/atau LSPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak
untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

20, SPOP dan/atau LSPOP Elektronik adalah SPOP dan/atau LESPOP
dalam bentuk dokumen elektronik.

30. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat
SPPT adalah surat vang digunakan untuk memberitahukan

besarnya PBE-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

31. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau ielah  dilakukan




2.

33,

35.

6.

a37.

38.

39.

dengan cara luin ke kas daerab melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah surat ketetapan Pajak vang menentukan besarnya jumlah
pokok Pajak yang Terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bavar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
besarnya  jumlah pokok Pajok, jumiah  kredit Pajak, jumlah
kekurangan pembayaranpokok Pajak, besamya sanksi administratif,
dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

sural Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah Pajak ¥yang telah ditetapkan.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjuinya disingkat
SKPDN adalah surst ketetapan Pajak vang menentukan Jumiah
pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Lebih Bayar yang seclanjutnya
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
jumlah kelebihan pembayvaran Pajak karena jumlah kredit Pajak
lebih besar daripada Pajak yang Terutang atau scharusnya tidak
lerulang,

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD
adalah sural untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi
administratil berupa bunga dan /atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis. kesalahan hitung., dan/atau
kekeliruan dalam penerapan  ketentuan tertentu  dalam  yang
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah terdapat dalam
SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STFD, surat
keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan,

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan olch Wajib Pajak




440,

41.

42,

43,

44,

45.

46,

47,

48,

49,

Pemeriksaan di Bidang Perpajakan Daerah vang selanjuinyva disebut
Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan  kewajiban
perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
perpajakan daerah.

Surat Kuasa adalah surat vang didalamnya berisi peralihan
wewenang dari sescorang kepada sescorang vang lain dengan
bermeterai cukup.

Pemeriksa Pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Bapenda
atau tenaga ahli vang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas,
wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan
di Bidang Perpajakan Daerah.

Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yvang dilakukan di
Bapenda.

Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan dilakukan di tempat
kedudukan, di tempat Objek Pajak, tempat kegiatan usaha, tempat
tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan cleh Bapenda.
Laporan Hasil Pemeriksaan vang selanjutnya disingkat LHP adalah
laporan yang berisi lentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan
vang disusun oleh pemeriksa secarn ringkas dan jelas serta sesual
dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan vang diajukan cleh
Wajib Pajak.

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah
serangkalan tindakan yang dilakukan oleh penyvidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang perpajakan daerah vang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

Surat Perintah Pemeriksaan adalah yang selanjutnya disebut Sp2
adalah surat perintah untuk melaksanakan Pemeriksaan.

Utang Pajak adalah pajak vang masih harus dibayar termasuk
sanksi administratil berupa bunga, denda atau kenaikan yang
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al.

53.

ab,

5b.

af.

tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-udangan perpajakan.

Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang
dapat dipunyai orang atas tanah.

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut
hasil dari tanah vang dikuasai langsung oleh negara atau tanah
milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang
ditentukan dalam kepulusan pemberiannya oleh  pejabat  yang
berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik
tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian
pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan
Jjiwa dan ketentuan-ketentuan unda ng-undang ini,

Hak Atas Tanah adalah hak vang diperoleh dari hubungan hukum
antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah,
dan atau ruang di bawah tansh untuk menguasng,  memiliki,
menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang
di atas ruang di bawah tanah.

Penguasaan Tanah adalah hubungan hukum antara orang per
orang. kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahunl960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria

Hak Pengelolaan adalah  hak menguasal dari negara  yang
pelaksanaannya  sebagian dilimpahkan Kewenangan kepada
pemegang Hak Pengelolaan.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD
adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah vang ditentukan
oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Dacrah
dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang
ditetapkan.

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,
penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

Sistern Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara,
peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi
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59.

Bl.
B2,
G63.

63,

sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di
lingkungan organisasi pemerintahan daerah.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah
dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah dacrah yang diakui sebagai
penambah  ckuilas  dalam  periode  tahun HNEEATan  yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Daerah adalah Kabupaten Belu.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Rabupaten Belu.

Bupati adalah Bupati Belu.

Badan Pendapatan Dacrah yang sclanjutnya disingkat Bapenda
adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu,

Repala Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebul Kepala
Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun vang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau
badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma. kongsi, koperasi, dana pensiun, persckuluan, perkumpulan,
yayasan. organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk tetap.

BAR II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

{1) Tata cara Pemungutan PER-P2 mencakup seluruh rangkaian proses
yang harus dilakukan dalam penatausahaan, menerima, dan
melaporkan penerimaan PEB-P2.

{2) Tala cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kewenangan;
b. jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak;
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©. basis data PBB-P2;

d. pendaftaran dan pendataan Pajak:
e. penilaian PBB-P2:

[. Penelapan Besaran Pajak Terutang;
E- pembayaran dan penyetoran;

h. pembukuan:

i. pelaporan;

J-  pemeriksaan Pajak:

k. suratl ketetapan Pajak dan surat tagihan Pajak:
l.  penagihan Pajak;

m. kedaluwarsa penagihan Pajak;

n. penghapusan piutang Pajak;

o. keberatan Pajak dan banding;

P. gugatan Pajak;

4. pengurangan

r. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;

8. peninjauan besaran sanksi  administratif berupa

bunga dan imbalanbunga; dan

t. kerja sama oplimalisasi  pemungulan Pajak dan

pemaniaatan data.

BAB I
KEWEMANGAN
Pazal 3

Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala
Bapenda untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan

menandatangani dokumen pajak daerah.




BAB 1V
JENIS PAJAK, MASA PAJAK, DAN TAHUN PAJAK
Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 4

Jenis Pajak vang dipungut oleh Daerah adalah PEB-P2.

Pasal 5

Jenis  Pajak  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Yang

dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

(1)

{2)

(3)

1)

Bagian Kedua
Masa Pajak dan Tahun Pajak
Pazsal &

Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau
Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektil atas
suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu
dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian
Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan  peraturan

perundang-undangan tentang perpajakan daerah.

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) merupakan
jangka waktu yang menjadi dasar bagi Bupati untuk
menetapkan  Pajak  terutang untuk jenis Pajak yang

dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (2] ditetapkan
1 (satu) tahun kalender dimulai dari 1 Januari REAMpal
dengan 31 Desember yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak

untuk membayar dan menyetor Pajak yvang terutang.

Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu} tahun
kalender,




BAB V
BASIS DATA PBB-P2
Pasal 7

(1) Dalam rangka pemungutan PBB-P2, Pemerintah Daerah membentuk
basis data PBB-P2.

(2] Pembentukan Basis Data PBB-F2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek
pajak PBB-P2.

(3] Basis data sebagaimana dimaksud pada avat (2) diperoleh dar
kegiatan pendataan dan pemutahiran data vang dilakukan oleh Tim
dan Kerjasama Bapenda dengan Pihak Lain.

{4) Pemerintah Dacrah menggunakan Basis Data sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2] yang berasal dari pelimpahan data dari
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan,

Pasal 8

(1) Dalam rangka menjaga validitas basis data yang dilimpahkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
[4) sebagai akibat perkembangan/perubahan Subjek dan Objek PBB-
P2, Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan basis data PBB-P2.

(2) Pemeliharaan basis data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara :

a. pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh
bidang Pendataan, Penilaian dan Penctapan Bapenda berdasarkan
laporan yang diterima dari Wajib Pajak dan atau pejabat/instansi
terkait; dan

b. aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh
bidang pendataan penilaian dan penetapan Bapenda dengan cara
mencocokkan dan menyesuaikan data objek pajak dan subjek pajak
yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau
mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-
rata nilai pasar yang terjadi di lapangan.
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BAB VI
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK
Bagian Kesatu
Pendaftaran Subjek Pajak dan Objek Pajak
Paragraf 1
Umum
Pasal 9

(1) Pendaftaran terhadap Subjek Pajak dan Objek Pajak dapat
dilakukan secara elektronik dan non elektronik.

(2} Pendaftaran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) disampaikan melalui laman Bapenda.

{3) Pendaftaran secara non elekironik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan secara langsung di kantor Bapenda.

Paragraf 2
Pendaftaran Subjek Pajak dan Objek Pajak Baru
Pasal 10

(1)Wajib Pajak mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya secara
elektronik atau non elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
dengan mengisi formulir pendaftaran, SPOP dan/fatau LSPOP vang
iclah disediakan.

(2) Formulir pendaftaran, SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani oleh wajib pajak, kemudian disampaikan ke Bapends
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya formulir
pendaftaran, SPOP danfatau LSPOP oleh subjek pajak atau kuasanya.

(3)Apabila Pemilik tanah dan bangunan telah meningpal dunia, tidak
sehat secara mental atau tidak sehat fisik (cacat) maka didaftarkan
subjek pajak kepada penggantinya sebagai ahli waris yang memiliki
hubungan darah langsung atau menggunakan subjek dengan nama
suku,

() Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Bapenda menerbitkan 1 (satu) NPWPD dan NOPD.

14




(5) Dalam hal formulir pendaltaran, SPOP dan/atau LSPOP schagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh selain subjek pajak yang
bersangkutan, harus dilampiri surat surat kuasa dari subjek pajak.

(6) Bentuk, isi dan tata cara pengisian formulir pendaftaran, SPOP, LSPOP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran |

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 11

(1) NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) untuk orang
pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan sedangkan
untuk Badan dihubungkan dengan Nomaor Indulk Berusaha.

(2) Bentuk dan Sifat NPWPD sebagai berikut:

a. unik yaitu setiap Wajib Pajak Daerah diberikan satu NPWPD dan
berbeda dengan NPWPD wajib pajak lainnva;

b. tetap yaitu NFWPD yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah tidak
berubah dalam jangka waktu yang lama; dan

c. standar yaitu hanya ada satu sistem pemberian NPWPD Yang
berlaku.

(3] Struktur NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari beberapa digit dengan rincian sebagai berikout
a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode Kecamatan;

b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode Desa/ Kelurahan;

c. digit ke-5 dan ke 6 merupakan kode pajak daerah;

d. digit ke-7 merupakan kode Wajib Pajak Daerah orang pribadi atau
badan; dan

e. digit ke-8 sampai dengan digit ke-11 merupakan nomor urut Wajib
Pajak Daerah.

(4) Dalam hal Wajib Pajak Daerah tidak lagi menjadi wajib pajak, maka
NPWPD tetap berlaku, tidak dicabut dan diberikan keterangan dalam
buku daftar Wajib Pajak Daerah.

(5) Bapenda bekerjasama dengan perangkat
menyelenggarakan urusan kependudukan dalam rangka integrasi
NPWPD dengan Nomor Induk Kependudukan sebagaimana dimaksud

daerah VEIE

pada ayat (1).




(6} Struktur NPWPD, Kode NPWPD, Formulic Pendaftaran NPWPD
Bentuk Kartu NPWPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paszal 12

clin

(1) Wajib pajak vang akan mendaftarkan subjek pajak dan/atau objek
pajak selain mengisi formulir pendaftaran, SPOP dan/atau LSPOP

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10 juga harus melengkapi

persyaratan sebagai berikut:
a.untuk orang pribadi:
1. surat pengantar dari Desa/Lurah;
2. kartu tunda penduduk:
3.lotokopi Sertifikal Tanah dan/atau Surat Reterangan Jual

Bl

dan/atau bukti kepemilikan hak atas Bumi dan/atau Bangunan

dari kepala Desa atau Lurah:

4.fotokopi bukti hak pengelolaan atas Bumi dan/atau Bangunan
dari Kepala Desa atau Lurah yvang menyatakan bebas sengketa;

3.85ural Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa atau

Lurah (bila udak ada sertifikat tanah dan tidak ada IMB

dan/atau PBG].
6. Surat Izin usaha (bila ada).

7. fotokopi SPPT tetangga langsung sckitar vang berbatasan
b, untuk Badan:

1. sural pengantar dari Desa/Lurah:

2. kartu tanda penduduk pemilik/pengelola/

penanggungjawab vang sah;

3. perizinan terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan:

4. dokumen Sertifikat tanah dan lzin  Mendirikan

Bangunan (IMB) dan fatau PBG;

5. surat Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa atau
Lurah (bila tidak ada sertifikat tanah dan tidak ada

IMB); dan
6. akia pendirian badan usaha,

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sebagaimana

dimaksud dalam pasal 9 Kepala Badan secara jabatan




menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau

dimiliki oleh daerah.
Paragral 3
Perubahan Data Subjek Pajak dan Objek Pajak
Pasal 13

{1} Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 atau berdasarkan kewenangan secara
jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayatl (2} dapat
melakukan perubahan data yang tercantum dalam tanda terdaftar
Objek Pajak.

{2} Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
karena berubahnya kondisi subyektif dan objektif PBB-P2 sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 14

{1} Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayal (1) disampaikan secara elektronik atau non elektronik ke
Bapenda.

(2] Permohonan sccara clektronik schagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan melalui saluran tertentu meliputi:

a. laman Perangkat Dacrah vang melaksanakan urudsan
pemerintahan di bidang Pajak Dasrah; atau
b, saluran lain yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

(3] Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada avat (1)

disampaikan;

a. secara langsung;

b.  melalui pos dengan bukt penginiman surat; atau

¢. melalu perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti
pengiriman surat,

(4] Berdasarkan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud
pada ayal (1), Kepala Bapenda melakukan penelitian administrasi,

{5} Berdasarkan penelitian administrasi sebagaimana dimeksud pada
ayal (4), paling lama 30 (liga puluh] hari kalender terhitung setelah
permohonan diterima secara lengkap, Kepala Bapenda:
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) I

a. melakukan perubahan terhadap tanda terdaftar Objek Pajak
dalam hal permohonan perubahan data diterima; atau

b. mengirim surat pemberitahuan penolakan perubahan dalam
hal permohonan perubahan data ditolak.

(6] Dalam hal Kepala Bapenda tidak memberikan jawaban dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan dianggap
dikabulkan dan Kepala Bapenda menerbitkan tanda terdaftar Objek
Pajak paling lama 1 (satu) hari kerja setelah jangka waktu pemberian
keputusan berakhir.

Pasal 15

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan
dengan mengisi formulir pendaftaran, SPOP dan atau LSPOP yang

disedikan Bapenda dan dilampin dengan :

a. surat pengantar dari Desa/Kelurahan: Wajib Pajak/Subjek Pajak
atau kuasanya apabila dikuasakan:

b. fotokopi identitas Wajib Pajak/Subjek Pajak atau kuasanya apabila
dikuasakan

¢. surat kuasa bermeterni cukup apabila permohonan diajukan oleh
kuasanya;

d. asli SPPT PBB-P2 Tahun Pajak berjalan dan/atau bukt bayar;

e. surat tanda bukti hak atas Bumi dan/atau Bangunan; dan

f. surat keterangan kepala desa/lurah;

(2) Dalam hal mutasi data bersifat minor, persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan.

{(3) Mutasi data bersifat minor sebagaimana dimaksud pada avat (2)
merupakan perubahan atas data vang tidak mengakibatkan perubahan
Wajib Pajak, berupa:

a. pembetulan kesalahan penulisan nama Wajib Pajak; dan
b. pembetulan kesalahan penulisan alamat Wajib Pajak.

Pasal 16
(1) Tanda terdaftar Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (6) dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak tanggal pencetakan kembali tanda terdaftar Objek

Pajak.
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{2) Tanda terdaftar Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada avat (1)
merubah tanda terdaftar Objek Pajak sebelumnya.

(¥} Tanda terdaftar Objek Pajak vang telah diterbitkan sebelumnya
dinyatakan tidak berlaku setelah terdapat pencetakan kembali tanda
terdaftar Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

{4) Tanda terdaftar Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dapat diambil secara langsung atau dikirimkan kepada Wajib Pajak
paling lama 3 {tiga) hari kerja terhitung scjak tanggal penerbitan tanda
terdaftar Objek Pajak.

(3) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:

a. secara langsung;

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;

c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti
pengiriman surat;

d. sural elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib
Pajak; atau

e.  sistem elektronik.

Pasal 17

(1} Dalam hal Wajib Pajak tidak mengajukan perubahan data
schbagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Bapenda melakukan

Pemeriksaan atan penelitian administrasi dengan data vang dimiliki

oleh Pemerintah Daerah dan/atau data hasil pertukaran danfatau
pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta
data dan/ atau informasi lainnya scsuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau penelitan  administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda melakukan
perubahan data terhadap Tanda terdaftar Objek Pajak berdasarkan
kewenangan secara jabatan.

(3] Tanda terdaftar Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada avat (2]
dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kera
terhilung sejak tanggal penerbitan tanda terdaliar Objek Pajak.

(#4) Pengiriman scbagaimana dimaksud pada ayat (3} dilakukan melalui:
a. secara langsung;

k. melalui pos dengan bukti pengiriman surat:
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¢.  melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti
pengiriman surat;

d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik
Wajib Pajak; atau

e, sistem elektronik.
Pazal 18

(1) Pendaftaran Objeck Pajak scbhagaimana dimaksud dalam Pasal 10
dan Pasal 13 avat (1) dapat dilakukan secara elektronik melalai
petugas desa/Kelurahan yang telah ditunjuk.

a. petugas desa/kelurahan membuka website milik pemerintah
yang resmi dan lerdaflar di Bapenda;

b, memilih menu administrator:

. memilih menu e-SPOP:

d. mengisi SPOP dan/atau LSPORP;

¢. SPOP dan/atau LSPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan
lengkap selanjutnya diproses/simpan melalui aplikasi yang
tersedia; dan

[. mencetak tanda bukti pendafturan secara online

(2] Bapenda melakukan verifikasi data PBB-P2 dari data dukung yang

telah diupload sccara anline,

Paragrafl 4
Pencabutan Tanda Terdaftar Subjek Pajak dan Objek Pajak
Pasal 19

(1} Kepala Bapenda berdasarkan  permohonan  Wajib  Pajak  atau
berdasarkan kewenangan secara jabatan dapat melakukan
pencabutan tanda terdaftar Objek Pajak terhadap Objek Pajak yang
sudah tidak memenuhi  persvaratan  subjektil  sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2} Persyaratan subjekiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. subjek pajak ganda;

b. objek pajak tidak ditermukan:

. Bengketa lahan:

d. Objek pajak yang dikecualikan dari PBB-P2:
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(3

(4

(5)

(6]

{7)

(1)

(2)

e, sedang  dilakukan  tindakan penegakan hukum di bidang
perpajakan PBB-P2;

{. sedang mengajukan upaya hukum di bidang perpajakan PBB-
PZ; dan/alau

g. sedang dalam proses penyelesaian peninjauan kembali di bidang
perpajakan PBB-P2.

Permohonan pencabutan tanda terdaftar Objek Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayal (1) disampaikan ke Bapenda.

Permohonan pencabutan tanda terdaftar Objek Pajak sebagaimana

dimaksud pada avat (1) dapat dilakukan secara elektronik atau non

elektronik, serta dilampiri dengan dokumen vang disyaratkan.

Dokumen pada ayat (4} meliputi dokumen izin usaha, hak puna

usaha, penugasan, kontrak, kuasa, perjanjian, dan/atau izin yang

sudah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan masa berlakunya.

Permohonan secara elekironik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disampaikan melalui saluran terlentu meliputi:

a. laman Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang Pajak Daerah; atau

b. saluran lain yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Permohonan secara terfulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disampaikan:

a. SCCAra langsung;

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau

c.  melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bulkti
penginmean surat,

Pasal 20

Pencabutan tanda terdaftar Objek Pajak berdasarkan kewenangan
secara jubatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1)

dilakukan oleh Kepala Bapenda berdasarkan data dan/atau informasi
perpajakan yang dimiliki atau diperoleh dari Bapenda.

Pencabutan tanda terdaftar Objek Pajak atas permohonan Wajib Pajak

atau berdasarkan kewenangan secara jabatan sebagaimana dimaksud

pada avat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau penelitian
administrasi,
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(3) Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau penelitian administrasi
schagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan
keputusan berupa:

a. menerima permohonan Wajib Pajak dengan menerbitkan surat
keputusan pencabutan tanda terdaftar Objek Pajak; atau

b. menclak permohonan Wajib Pajak dengan menerbitkan surat
penolakan pencabutan tanda terdaftar Objek Pajak.

(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling
lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima
secara lengkap.

i5) Dalam hal jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (4)
terlampaui dan Kepala Bapenda tidak menerbitkan keputusan,
permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

[6) Kepala Bapenda harus menerbitkan surat keputusan pencabutan
tanda terdaftar Objek Pajak paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada avat (1) berakhir.

Pasal 21

i1} Belain memperhatikan persyaratan subjektif, pencabutan tanda
terdaftar Objek Pajak dapat dilakukan jika Wajib Pajak tidak
memenuhi syarat syarat subjektif sebagaimana dimaksud pada pasal
19 ayat (2).
(2) Upaya hukum di bidang perpajakan PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ merupakan:
a. pengurangan PEBB-P2;
b. pengurangan denda administrasi: PBB-P2;
€. pengurangan atau pembatalan surat pemberitahuan Pajak
terutang vang tidak benar;
d. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak PBB-P2
yvang tidak benar;
pembatalan surat tagihan pajak PBB-P2 yang tidak benar;
keberatan PBB-P2;
pembatalan hasil Pemeriksaan atau Penelitian;
gugatan; dan/atau
banding.

T om
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Fl.HgiHn Fedua
Pendataan
Pazal 21

{1} Pendataan Subjck Pajak dan Objek Pajek dilakukan oleh Petugas
vang tclah ditunjuk dan dapat bekerja sama dengan pihak
kecamatan atau desa/kelurahan untuk memperoleh, melengkapi
dan menatausahakan data objek pajak dan/atau wajib pajak.

{2} Dalam rangka pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknva dengan mengisi
formulir SPOP dan/atau LSPOP.

{3} SPOP/LSPOP sebagaimana dimaksud peda ayat {1] harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib
pajak atau kuasanya yang dilengkapi dengan persyaratan yang
diperlukan dan disampaikan kepada petugas yang ditunjuk
sbegaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

Pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak dilakukan dengan cara:

a. Pendataan Kantor yaitu Pendataan yang dilakukan oleh Bapenda
dengan verifikasi, validasi, sinkronisasi data Subjek Pajak dan objek
pajak terkait dengan data pajak vang didaftarkan melalui SPOP
danfatau LSPOP dengan dala yang ada dalam sistem informasi
perpajakan daerah;

b. Pendataan Lapangan yaitu Pendataan oleh Bapenda dengan
menggunakan formulir SPOP dan/atau LSPOP melalui peninjavan dan
wdentifikasi lokasi fisik dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik atas
data objek pajak yang seharusnva dilaporkan Objek Pajak dilanjutkan
verifikasi data Objek Pajak, dan pengukuran bidang Objek Pajak
dengan mencocokkan data yung ada di Bapenda dengan kondisi
sebenarnya objek dan Subjek Pajak di lokasi:

Pasal 23
(1] Pendataan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272

huruf a meliputi:

a. rckonsiliasi data dalam sistem informasi perpajakan
daerah; dan
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b. pemetaan.

2} Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan kegiatan yang meliputi:
a. rckonsiliasi data dalam sistem informasi objek Pajak vang
dilaporkan dalam SPOP; dan

b. pengolahan basis data objek Pajak vang bersumber darn
instansi pemerintah, lembaga, asosiaszi, dan pihak lain
schagnimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang pemberian dar
penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan
perpajakan.

(3) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b
dilakukan melalui pengonversian peta objek Pajak, yang
meliputi:

a. transformasi antar sistem proveksi; danfatau
b, digitasi peta analog ke peta digital.
Pasal 249
(1) Pendataan lapangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 22

hurufl b meliputi:

a. pengumpulan data; dan
b. pemetaan.

(€] Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul @ merupakan kegiatan pengumpulan data objek Pajak
yvang tidak atau belum dilaporkan dalam SPOP.

{3) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan melaluipengukuran objek Pajak, vang meliputi:

4. pengukuran menggunakan sistem pengukuran berbasis

satelit dan bantuan data penginderaan jauh.

b. pengukuran dengan alat ukur manual antara lain Rol

Meter, Alti Meter, alat Global Positioning System dan alat
ukur lainnva.

Pasal 25

{1} Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
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ayat {1) terhadap objek pajak diberikan NOPD.
[2] Strukiur NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 18
(delapan belas) digit, dengan urutan:
a. digit ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) merupakan kode provinsi;
b. digit ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) merupakan kode kabupaten:
c. digit ke-5 (kelima) sampai dengan digit ke-7 (ketujuh) merupakan
kode kecamatan,
d. digit ke-8 {kedelapan) sampai dengan digit ke-10 (kesepuluh)
merupakan kode desa/kelurahan:
e. digit ke-11 (kesebelas| sampai dengan digit ke-13 (ketiga belas)
merupakan kode nomor urut blok;
f. digit ke-14 (keempat belas) sampai dengan digit ke-17 [ketujuh
belas) merupakan kede urut Objek Pajak; dan
g. digit ke-18 (kedelapan belas) merupakan kode tanda khusus,
(3] Setiap Persil dinyatakan sebagai objek pajak apabila dilakukan
pendafltaran pada Bapenda.,
(4] Bentuk, isi dan tata cara pengisian NOPD sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1} tercantum dalam Lampiran [1l yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

{1} Pendataan terhadap mutasi utuh tidak menghilangkan NOPD Induk.

() Pendataan terhadap mutasi pecah atas tanah induk, masing-masing
penerima pecaban mendapat NOPD baru, sisa tanah menggunakan
NOPD lama.

(3) Pendataan terhadap mutasi pecah tanpa ada sisa maka NOPD
diberikan kepada salah satu penerima mutasi pecah.

{4} Terhadap NOPD yang terkena pemutakhiran dan atau tidak tercatat
diberikan NOPD baru.

(3) Terhadap penggabungan beberapa NOPD, NOPD terkecil dipakai untuk
NOFPD induk sedangkan NOPD lainnya dihapus.

Pasal 27

(1) Berdasarkan pendataan achagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (1) terdapat Wajib Pajak tidak lagi memenuhi
persyaratan, Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan
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atau  penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD,
dan/atau jenis penomoran lain yvang dipersamakan secara
Jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

(2) Dalam hal pencnaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor
registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang
dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
permohonan Wajib Pajak, Kepala Bapenda wajib menerbitkan
keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal

permohonan diterima secara lengkap.

(3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 23 (tiga)

bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

(4] Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi,
NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan
secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak
schagaimana dimaksud pada avat (1) dapat dilakukan
sepanjang Wajib Pajak:

a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan

b. tidak sedang mengajukan upava hukum berupa

keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

BAB VI

FPENILAIAN PBB-P2

Pasal 28
{1) Penilaian adalah kegiatan untuk menentukan NJOP vang akan
dijadikan dasar pengenaan PBB-P2,
(2] Penilaian Objek Pajak dilakukan oleh Penilai dan Tim Penilaian
PBB-P2 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui:

a. penilaian massal; dan
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b. individu.
Pasal 29

(1) Penilaian massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3] huruaf
a untuk menentukan NJOP Bumi dihitung berdasarkan nilai indileasi
rata-rata yang terdapat pada setiap zona nilai tanah sedangkan untuk
menentukan NJOP Bangunan dilakukan dengan menyusun daftar
biaya komponen bangunan untuk setiap jenis penggunaan bangunan
menjadi Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) digunakan sebagai
dasar perhitungan.

2) Jenis Penggunaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diklasifikasikan atas:

a. perumahan;

b. perkantoran;

¢. pabrik;

d. toko/apotik/pasar/ruko;

e. rumah sakit/ klinik;

. olah raga/rekreasi;

g€ hotel/ restoran/wisma;

h. bengkel/gudang/pertanian;

i. gedung pemerintahan;
lain-lain;

k. bangunan tidak kena pajak:

L. bangunan parkir;

m. apartemen/ kondominium;

n. pompa bensin;

tangki minyak; dan
p-  gedung sekolah.

Pasal 30

(1) penilaian individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3)
huruf b diterapkan pada Objek Pajak umum yang bernilai tinggi atau
Objek Pajak khusus.
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(2} Penentuan NJOP Bumi dapat dilakukan melalui  pendatasn,
pendaftaran, dan pemetaan persil tanah/bumi untuk ditetapkan
sehagai objek pajak.

{3) Penilaian Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara:

a., membandingkan dengan nilai Bangunan lain yang sejenis;

b. menghitung nilai perolchan baru Bangunan dikurangi dengan
penyusulan; alau

¢. menghitung pendapatan dalam satu tahun dari pemanfaatan
Banpunan yang dinilai, dikurangi dengan biaya kekosongan dan
biaya operasi.

(4} Dalam melakukan Penilaian Individual sebagaimana dimaksud pada
ayal (1), Bapenda dapat bekerja sama dengan Penilai Pemerintah,
Penilai Publik dan Instansi lain yang terkait.

Pasal 31

(1} Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan
dengan 3 (tiga) pendekatan penilaian, meliputi:
a. pendekatan data pasar:

b. pendekatan biaya; dan/atau
c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.

(2] Penilaian dengan pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurul a dilakukan dengan cara membandingkan Objek Pajak
yang akan dinilai dengan Objek Pajak lain yang sejenis vang nilai
jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.

{3) Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} huruf b dilakukan untuk penilaian Bangunan dengan cara
memperhilungkan biaya untuk membangun baru dikeliarkan yang
dikurangi dengan penyusutan.

(4} Pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e dilakukan pada objek yang memiliki nilai komersil dengan
cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa
dalam 1 (salu} tahun terhadap Objek Pajak dikurangi dengan
kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha.
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BAB VIl
FPENETAPAN BESARAN PAJAK TERUTANG
Bagian Kesatu
Dazar Pengenaan NJOP

Pasal 32

(1} Dasar pengenaan PBEB-P2 adalah NJOP,

[2) NJOP sebagaimana dimaksud pada aval (1) ditetapkan oleh Bupati.

{3) NJOP schagaimana dimaksud pada ayat (1} diklasifixasikan
berdasarkan atas klasifikasi bumi dan klasifikasi bangunan.

4 Dasar pengenaan PBB-P2 secbagaimana dimaksud pada ayat
[1]) ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk tarif
NJOP dari 0,2% [nol koma dua persen] sampai dengan
taril 0,5% (nol koma lima persen] scielah dikurangi NJOP
tidak kena Pajak.

(3] Besaran pokok PBB-P2 vang terutang dihitung dengan carm
mengalikan dasar pengenaan scbagaimana dimaksud pada ayat [1)
dengan taril sebagaimana dimaksud pada avat [¢) pajak setelah
dikurangi NJOPTKP, dengan rumus sebagai berikul: Besaran Pokok
PBB-P2 = (NJOP-NJOPTKP] x Tarl.

{6} Besarnya NJOPTEP ditetapkan sehesar Rpl0.000,000,00 (sepuluh juta
rupiah)] untuk setiap Wajib Pajak.

[7) Apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 [satu)] Objek Bumi
dan/atau Bangunan, maka NJOPTKP dikenakan untuk 1 [satu) NOPD
yang ada bangunannya dan bila objek bangunan lebih dar 1 {satu)
maka NJOPTKP dikenakan untuk 1 NOPD yang ada bangunan dengan
nilai paling besar.

(8) Penghitungan besaran pokok PBBE-P2 dituangkan dalam SPPT,

(9] Klasifikasi NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3] tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tarif PBB-P2
Pasal 33
Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut: L
|
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a. untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (ima ratus juta rupiah)
ditetapkan scbesar 0,1 % (nol koma satu persen] per tahun;

b. untuk NJOP sebesar RpS00.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah)
sampai dengan Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan
sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun;

¢, untuk NJOP sebesar Rpl.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiahj
sampai dengan Rpl.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
dilelapkan scbhesar 0,3 % (nol koma tign persenj per tahun;

d. untuk NJOP sebesar Rpl.500.000.001,00 {Satu miliar lima ratus juta
satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
ditetapkan sebesar 0,4 % (nol koma empat persen) per tahun;

e. untuk NJOP lebih dari Ep2.000.000.001,00 {dua miliar satu rupiah)
ditetapkan sebesar 0.5 % (nol koma lima persen) per tahun;

f. Tarif PBB-P2 atas objek lahan Produksi pangan dan ternak ditetapkan
sebesar 0, 05% (nol koma nol lima persen);

g- Objek Lahan Produksi Pangan dan Ternak yang diperuntukan untuk
kegiatan: perkebunan, sawah doan palawija, usaha perikanan, Lahan
Tidur Kosong.

Bapgian Ketiga
Penerbitan SPPFT
Pasal 34

(1} Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Bapenda untuk
menerbitkan dan menandatangani SPPT.

(2} Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

(3} SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan
data yang telah tersedia pada basis data Bapenda dan perangkat
daerah, pemerintah lainnya yang terlibat dan/atau berdasarkan SPOP
vang disampaikan oleh Wajib Pajak.

{4] SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dapat diterbitkan melalui :
a. pencetakan massal;

b. pencetakan biasa dalam rangka :
1. pembuatan salinan SPPT apabila SPPT asli hilang atau tidak
ditemukan dan diberikan Stempel bertulisan SALINAN SPPT-
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2. penerbitan  SPPT  sebagai  tindak lanjut  atas  keputusan
keberatan, pengurangan atau pembetulan;

3. tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak baru;

4. mutasi objck dan/atau Subjck Pajak.

(5) Pencetakan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (4] huruf a
dilaksanakan pada tnwulan pertama tahun berjalan dikecualikan
apabila terjadi hal-hal vang sifatnya tidak dapat diantisipasi atau
dikendalikan.

(6] Permohonan cetak salinan SPPT schagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b angka 1 disampaikan kepada Bapenda melalui desa/kelurahan
dengan persyaratan sebagai berikut:

a. surat permohonan salinan SPPT yang ditandatangani oleh
desa/kelurahan;
b. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, atau
identitas lainnya dari Wajib Pajak; dan
¢, sural keterangan kchilangan dari Kepolisian/ Surat Keterangan dari
DesafLurah.
{7} Bentuk surat permohonan salinan SPPT sebagaimana dimaksud pada

ayatl [5) huruf a tercantum Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

(1} SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1] bukan
merupakan bukti kepemilikan hak.

(2) SPPT scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai surat
pemberitahuan terutang Pajak untuk menetapkan besarnya Pajak
terutang vang harus dibayar dalam 1 {satu] Tahun Pajak.

(3] Dalam rangka meningkatkan efisicnsi pelaksanaan tugas khususnya
penandatanganan SPPT maka penandatanganan SPPT dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikout:

a. cap dan tanda langan dengan menggunakan stempel Bapenda yang
diatur tersendiri dengan ukuran khusus; dan/atau;
b. tanda tangan secara clektronik,
(4] Formulir SPPT terdiri dari informasi sebagai berkut:
a. bagian atas:

1. nomor seri formulir:

2. nama Pemerintah Dacrah dan instansinya;
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3. informasi berupa tulisan "SPPFT PBB-P2 bukan merupakan tanda
bukti kepemilikan hak™;
4. jenis Pajak;
5. NOPD:
6. NPWPD;
7. letak Objek Pajak;
8, nama dan alamal Wajib Pajak;
9. luas Bumi dan/atau Bangunan:
10. kelas Bumi dan/atau Bangunan:
1. NJOP per meter persegl (m2) Bumi dan/atau Bangunan:
12, total NJOP Bumi dan/atau Bangunan;
13. MJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2;
14. NJOP tidak kena Pajak;
15, NJOP untuk perhitungan PBB-P2;
16. PBB-P2 terhutang;
17.PBB-P2 yang harus dibayar:
18. tanggal jatuh tempo:
19. tempat pembayaran;
20. penandatanganan dapat menggunakan Cap Basah dan/atau
berbarcode; dan
21. barcode informasi sesuai NOPD;
b. bagian bawah:
1. barcode informasi sesuai NOPD:
nama Wajib Pajak:
letak Objek Pajak:
NOPD:
SPPT tahun/Rp;
tanggal diterima;
fanda tangan penerntma SPPT; dan

g AR B O

nama terang,

(5) SPPT PBB-P2 dihimpun dalam DHKP berdasarkan Wilayah
Desa/Kelurahan,

(6} Bentuk dan isi SPPT sebagaimana dimaksud pada avat (1) tercantum

dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupali ini.




Paragral 2
Penyampaian SPPT
Pasal 36

{1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak melalui desa / kelurahan.

{2) SPPT PBEB-P2 disampaikan diterbitkan di awal tahun masa pajak

{3) SPPT PBB-P2 dihimpun dalam DHKP

[4) Sebelum disampaikan ke wajib pajak dilakukan penelitian data SPPT
dengan data DHKP oleh Bidang Penilaian dan Penetapan Bapenda
Kabupaten Belu.

(5) Data vang telah diteliti diserahkan ke bidang penagihan untuk
selanjutnya diteruskan ke pihak desa/kelurahan ditandai dengan
penandatanganan berita acara dan diteruskan kepada wajib pajak.

(6} Desa/kelurahan wajib menyampaikan kembali resifbukti penerimaan
penyampaian SPPT secara berkala kepada Kepala Bapenda Kabupaten
Belu

{7) SPPT PBB-P2 harus sudah sampai ke wajib pajak paling lambat 1
{satu) bulan sejak tanggal penerimaan oleh kepala desa/lhurah.

Pasal 37

(1} Penyampaian SPPT dilaksanakan pada triwulan pertama tahun
berkenaan aetelah selesai pencetakan massal sebagaimana dimaksud
pada pasal 34 avat (3).

[2) Jangka wakiu penyampaian SPPT selambat-lambatnya:

a. Dari desa ke dusun dan lurah ke RT selama 5 (lima) hari kerja.
b. Dari dusun kepada Wajib Pajak selama 5 (lima) hari kerja .

Pasal 38

(1) PFenyampaian 3PPT oleh Bapenda kepada Desa/Lurah dituangkan
dalam berita acara yang dibuat rangkap 2 (dua) disampaikan kepada
Kepala Bapenda dan Kepala Desa/Lurah.

(2) Dokumen administrasi SPPT disampaikan kepada Camat dan Laporan
disampaikan Bupati Belu dan instansi terkait vang membutuhkan,

[3) Berita acara penyampaian SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) harus ditandatangani oleh masing-masing pihak.




{4) Format berita acara penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

(1) Wajib Pajak wajib menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan
mencantumkan tanggal diterimanya SPPT tersebut.

{2) Tanda bukti penerimaan SPPT scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan.

(3) Tanda bukti penenmaan SPPT sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
berada pada bagian bawah SPPT selanjutnya disampaikan kepada
kepala desa/lurah.

(4) Kepala desa/lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghimpun
dan menyimpan tanda bukti penerimaan SPPT yang diterima dari
Wajib Pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian
SPPT dan selanjutnya disampaikan kepada camat.

(5) Daftar rekapitulasi penyampaian SPPT scbagaimana dimaksud pada
ayal (4) diserahkan ke Bapenda olch camat setiap hari kerja dengan
menggunakan tanda terima formulic SPPT.

Pasal 40

(1) SPPT yang tidak diterima atau tidak disampaikan kepada Wajib Pajak
oleh kepala desa/lurah harus dikembalikan kepada Bapenda melalui
camat dengan berita acara pengembalian SPPT.

(2) SPPT yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
disebabkan karena SPPT ganda atau Wajib Pajak dan/atau
penanggung Pajak tidak dapat ditemukan.

(3) Format berita acara pengembalian SPPT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIl yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Paragral 3
Surat Keterangan NJOP
Pasal 41

(1) Kepala Bapenda atas nama Bupati dapat memberikan surat
keterangan NJOP kepada Wajib Pajak sesuai permohonan Wajib Pajak,
dengan ketentuan:
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a. SPFT PEB-P2 belum dicetak oleh Bapenda;
b. sebagai pengganti sementara SPPT dalam hal pengurusan
persyaratan administrasi membutuhkan adanya SPPT; dan
c. surat keterangan NJOP dinyatakan tidak berlaku apabila
SPPT/SKPD telah dicetak oleh Bapenda.
(2) Kepala Bapenda atas nama Bupati dapat memberikan salinan
SPPFT/SKFPD/STFD atas permohonan Wajib Pajak
(3) Kepala Bapenda atas nama Bupati dapat memberikan surat
keterangan NJOP dan salinan SPPT/SKPD/STPD atas permohonan
(4) Bentuk surat keterangan dan surat permohonan NJOP sebagaimana
dimaksud pada ayat |1) tercantum dalam Lampiran IX vang merupakan
bagan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IX
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Bagian kesatu
Pembayvaran
Pasal 42

(1] Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 terutang secara non tunai
melalui instrumen pembayaran nontunai dan kanal pembayaran
nontunai berdasarkan SPPT yang telah ditetapkan.

(2] Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
diborongkan.

(3) Instrumen pembayaran nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Cek/bilvet giro;

b. Kartu Automated Teller Machine [ATM)/Kartu debit;
¢. Rartu Kredit;

d. Uang elektronik berbasis chip atau server; dan/atau
e. Instrumen pembayaran non tunai lainnya.

(4) Pembayaran PBB-P2 secara non tunai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara melalui kanal bayar antara lain:
a. Teller;

b. Agen banking;
€. mobile/phone barking,;
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car bankirg,

Automated Teller Machine (ATM);

Internet banking,

Cuick Renponse Code Indonesia Standard (QRIS);

Mobile Point Of Sale (M-Pos);

. Tapping

Electronic Data Capture (EDC);
k. Short Message Service Banking [EMS-Banking);
. Cash Management System ([CMS), dan
m. Kanal pembayaran Nontunai lainnya.

(5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sah
apabila jumlah rekening Wajib Pajak yang ada pada tempat
pembayaran elektronik telah berhasil didebet oleh Bank RKUD.
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Pa=zal 4.3

(1) Dikecualikan dari pembayaran nontunai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42, bagi wajib pajak yang berdomisili di wilayah desa dengan
kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi,
transportasi dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan serta kondisi
objektfl lainnya, dapat melakukan pembayaran melalui petugas yang
ditunjuk.

(2) Kondisi objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. wajib pajak dalam keadaan sakit;

b. wajib pajak adalah penyandang disabilitas;
c. wajib pajak merupakan orang lanjut usia;
d. berada pada wilavah rawan bencana; dan
e. berada pada wilayah rawan konflik.

{3} Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetorkan pajak
vang diterima paling lama 3x24 jam ke RKUD.

Pasal 44

(1) Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran PBB-P2 seccara
nontunai sehagaimana dimaksud dalam pasal 42 memperoleh S5PD
vang sudah divalidasi oleh Bendahara Penerimaan.

(2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga)
lembar ;
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a. lembar ke 1 diberikan kepuda Wajib Pajak setelah melakukan
pembayaran PBB P2 dan dilakukan Validasi;
b. lembar ke-2 sebagai arsip Bank tempat pembayaran; dan.
c. lembar ke-3 diberikan ke Bapenda untuk proses pencocokan data
dengan Bank dan proses validasi;
{3) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat {(3) tercantum
dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.
Pazal 45

(1) PBB-P2 yang terutang wajib dilunasi scbelum lewat tanggal jatuh
tempo pembayaran sebugaimana tercantum dalam SPPT.

(2} Jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan paling lama 6 {enam) bulan sejak pengiriman SPPT.

{3) Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 adalah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1].

{4) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat
pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), Wajib Pajak dikenal sanksi administratil berupa bunga
schesar 1% (sata persen) per bulan dari Pajak terutang vang
tidak atau kurang dibayar atau disctor, dihitung dari tanggal
jatuhtempo pembayvaran sampai dengan tanggal pembayaran,
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan

ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian ketiga
Pengangsuran Pembayaran
Pasal 46

(1) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada
Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran PBB-P2.

[2] Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran PBB-P2? secara
angsuran scbagaimana pada ayat (1) mengajukan sural permohonan

angsuran pembayaran yang menyatakan besarnya jumlah pajak yang

%

a7




dimehonkan untuk diangsur pembayarannya selama jangka waktu

tertentu disertai dengan alasan-alasan yvang dipertanggungjawabkan

kepada kepala Bapenda.

{3) Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan yang dilentukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Wajib Pajak Badan vang mengalami kesulitan likuiditas, dengan
menunjuklkan besarnya rasio aktiva lancar terhadap ulang lancar
kurang dari 1 {satu)] serta melampirkan laporan keuangan tahun
sebelumnya dan/atau SPT Tahunan pajak penghasilan badan tahun
sebelumnya.

b. Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan,
dibuktikan dengan:

1. surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah dalam hal
Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan; atau

2. menunjukkan besarnya rasio aktiva lancar terhadap utang
lancar kurang dari 1 (satu] dalam hal Wajib Pajak dimaksud
menyelenggarakan pembukuan serta melampirkan laporan
keuangan tahun scbelumnya,

¢. Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya. yang
meliputi bencana alam, kebakaran, huru-hara/kerusuhan masal.
atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

{(4) Batas waktu pelunasan pengangsuran alas pembayaran PBB- P2
terutang dapat diberikan paling lama pada tanggal jatuh tempo.

(%) Apabila SPPT/SKPD/STPD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh
tempo pembayaran terlampaui, dikenakan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 1 % ([satu persen) sebulan dan ditagih dengan
menerbitkan STPD.

(6) Pembayaran angsuran FBB-P2 dilakukan dengan menggunakan SSPD
FBB-P2.

(7) Formal surat permohonan pengangsuran pembayaran dan surat
persetujuan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

(1) Tata cara pembayaran secara angsuran PBB-P2 scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 sebagai berikut:
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a. wajib pajak menondatangani sural  pernyataan kesanggupan
angsuran yang diluangkan dalam Surat pernyataan angsuran
pembayaran vang telah disediakan olch Bapenda;

b. sural pernyataan angsuran pembavaran ditanda- tangani oleh
Wajib Pajak dan diketahuif disctujul oleh Kepala Bapenda;

c. pembayaran angsuran dan tunggakan dapat diberikan dalam
jangka wakiu paling lama 1 (satu) tahun ditambahkan dengan
denda sebesar 1 % per bulan; dan

d. apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewsnjiban sesuai dengan
apa yang telah ditentukan dalam surat perjanjian angsuran, maka
akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan
sural paksa.

(2} Kepala Bapenda berdasarkan pertimbangan teknis dapat mengabulkan
atuu  menclak  permohonan  Wajib - Pajuk  untuk  mengangsur
pembayvaran.

BAB X
PEMBUKUAN
Pasal 48

(1) Kepala Bapenda melakukan Pembukuan PBB-P2.,

{2} Pembukuan scbagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan dengan
prinsip dan Siklus Akuntansi PEB-P2 sesuai SAPD secara sederhana
atau disediakan pemerintah secara elektronik yang memenuhi Standar
Akuntansi Pemerintah.

(3) Siklus Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari
menganalisis transaksi, membuat jurnal umum dan jurnal khusus,
memposting ke Buku Besar dan Buku Besar Pembantu, Neraca Saldo,
Neraca Lajur, Laporan Operasional Pendapatan, Laporan Realisasi
Anggaran dan Jurnal Pembalik.

(4] Kegiatan pembukuan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu, Pejabat
Penatausaha Keuangan dan Bidang pembukuan dan Pelaporan yang
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elekirenik.
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{5) Sebelum data dan informasi disajikan perlu dilakukan rekonsiliasi
data pembukuan bersama BUD dan Perbankan minimal 3 (tiga) bulan
sekali.

(6] Akuntansi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan avat
(3) sebagai bentuk Pengendalian, pengawasan dan menghasilkan
informasi atas transaksi penerimaan pendapatan daerah yang
dilakukan menggunakan buku-buku scbagai beriloat:

a. Laporan Penerimaan dan Penyeloran,
b. Register S5TS;

¢. Buku Kas Umum;

d. Buku Pembantu, antara lain :

l. buku kas tunai dan buku bank;

2, dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan
menggunakan  dokumen-dokumen tertentu  sebagai  dasar
pencatatan, antara lain
a) Tanda Bukti Penerimaan:

b) Surat Tanda Setoran;

c] Nola Kredit Bank atau Rekening Koran Bank;

d] Bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan
dokumen di atas.

3. Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga)
prosedur, antara lain:

a) Pembukuan atas pendapatan yang diterima secara non tunai;

b) Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui rekening
bendahara penerimaan yang ditetapkan oleh Bupati;

¢} Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui Kas
Umum Daerah.

BAB X1
PELAPORAN
Pasal 49

{1) Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh Bapenda.

{2) Pelaporan FBB-P2 sebagaimana dimaksud pada avat (1) bertujuan
untuk memberikan informasi tentang target dan perkiraan realisasi
penerimaan PBB-P2 sebagai bagian dari pendapatan asli daerah.
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(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat {2) tentang LO-Pendapatan
dan LRA-Pendapatan disajikan dalam laporan pendapatan daerah.

{4) Pelaporan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SPPT,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, 55PD dan dokumen lain yvang sah
dari bank tempat pembayaran,

(5] Bapenda menerima laporan penerimaan PBB-P2 dann bank tempat
pembayaran setiap hari dan paling lambat pada tanggal 10 (scpuluh)
bulan berikulnya.

(6] Laporan sebagaimana dimaksud pada avat (1) wajib disampaikan
Kepala Bapenda kepada Bupati setiap bulan paling lama tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya.

Bal Xl
PEMERIESAAN PAJAK
Pazal 50

(1] Kepala Bapenda berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajibun PBB-P2 dan/atau
fujuan lain.

(2] Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2
dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan Keberatan atas
Keputusan dan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
PBB-F2 sclain permohonan karena Keputusan Keberatan, Putusan
Banding, Putusan Peninjauan Kembali, Keputusan Pengurangan, atau
keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembavaran PBB-P2.

(3) Ruang lingkup Pemeriksaan meliputi Pemeriksaan atas satu atau
beberapa tahun  pajak  tahun  berjalan dan/atau tahun-tahun
schelumnya.

Pasal 51

(1] PFemenksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (50) dilakukan oleh
Tim Pemeriksa vang ditetapkan dari Bupati;
(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1] terdiri dari 1

(satu) orang ketua tim dan 1 {satu) orang atau lebih anggota tim;
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Pasal 52

(1} Uniuk mencapai tujuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 51 ayat (1) maka pemeriksaan harus dilakukan sesuai dengan
standar umum pemeriksaan.

2] Standar umum pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan standar bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan
pemeriksa.

[#1 Persyaratan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berijjazah serendah-rendahnya pendidikan sekolah menengah
umum atau sederajat;

b. berpangkat serendah-rendahnya pengatur muda/Golongan I1/a;

c. telah mendapat pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang cukup
serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa;

d. cermal  dan  seksama  dalam  menggunakan  menggunakan
keterampilannya;

. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa

(1]

mengutamakan kepentingan negara: dan
f. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan
dibidang perpajakan.

Pasal 53

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan
dengan Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan,

{2) Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 [(dua) bulan vang dihitung sejak
tanggal Surat Perintah Pemeriksaan PBB-P2 sampai dengan tanggal
Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2.

(3] Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
dalam jangka wakiu paling lama 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak
tanggal Surat Perintah Pemeriksaan PBB-P2 sampai dengan tanggal
Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2.

(4} Jangka wakiu pemeriksaan scbagaimana dimaksud pada ayat (2] dan
ayat (3] diselesaikan dengan memperhatikan jatuh tempo pemberian

keputusan atas permohonan pengembalian  kelebihan pembayaran
PBB-P2




Pasal 54
(1) Dalam melaksanakan pemeriksaan, Tim Pemeriksa berwenang untuk:

a. memanggil Wajib Pajak datang ke kantor Bapenda dan/atau untuk
menghadiri Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan di lokasi objek
pajak, dengan menggunakan Sural Panggilan;

b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis;

c. meminta keterangan danjatau bukti yang diperlukan dari pihak
ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang
diperiksa;

(2) Dalam Pemeriksaan, Wajib Pajak berkewajiban untuk:

a. memenuhi panggilan sesual dengan waktu dan tempat vang telah
ditentukan;

b. memperlihatkan salinan dan/atau dokumen yang diperlukan paling
lama 7 (tujuh] hari kerja setelah tanggal penerimaan Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan PBB;

¢. memberikan kescmpatan untuk memasuki dan memeriksa tempat
atau ruangan yang ada pada objek pajak vang dilakukan
Pemeriksaan; dan

d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan,

(3)Setiap peminjaman buku, catatan, dan/atau  dokumen, atau
fotokopinya, kepada Wajib Pajak harus diberikan Bukti Peminjaman
dan Pengembalian Buku, Catatan, dan/atau Dokumen.

(4) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen berupa fotokopi, maka
Wajib Pajak harus membuat surat pernyataan bahwa fotokopi tersebut
sesual dengan aslinya.

(5) Pengembalian buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam dari
Wajib Pajak, paling lama 7 (tujuhb) hari sejak tanggal Laporan Hasil
Pemeriksaan PEB-P2,

Pasal 55

(1) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan PBBE-P2,
[} Kegiatan Pemeriksaan didokumentasikan dalam Kertas Kerja

Pemeriksaan, sebagai dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan
PBB- P2.
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(3] Laporan Hasil Pemeriksaan PEB-P2 digunakan untuk membual Nota
Penghitungan sebagai dasar penerbitan Keputusan atas permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 vang berupa :

a. surat Keputusan Kelebihan Pembavaran, apabila jumlah PBB
vang dibayar ternyata lebih besar dan yang seharusnya terutang;

b. surat Pemberitahuan, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar sama
dengan jumlah PBB yang seharusnya terutang; dan

c. sural Keletapan Pajak, apabila jumlah PBB-P2 vang dibayar
ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 yang scharusnya terutang,

d. Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati dan ditetapkan dalam dokumen

Pasal 56
Dalam hal Wajib Pajak:

a. Udak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayatl
(2) huruf a:

b. tidak memberikan keterangan sebagian atau seluruh yang diminta baik
sccara lisan dan/atau tertulis;

¢. tidak memperlihatkan dan/atau meminjamkan sebagian atau seluruh
buku, catatan, dan/atau dokumen yang dibutuhkan;

d. tidak memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa
sebagian atau seluruh tempat atau ruangan yang ada pada objek pajak
yang diperiksa;

schingga tidak terpenuhinya data yang diperlukan, maka Tim Pemeriksa

tetap melanjutkan proses Pemeriksaan berdasarkan data yang ada pada

Penetapan Bapenda.,

BAB XIII
SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
Bagian Kesatu
Surut Ketetapan Pajak
Pasal 57
(1) SPPT dipakai sebagai Surat Ketetapan PBB-P2,
(2} Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagmimana dimaksud
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dalam Pasal 50 Kepala Bapenda dapat menerbitkan
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk PBB-P2
kurang bayar dan lebih bayar.

(3] SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLRER dan SKPDN sehagaimana
dimaksud pada ayat (2] diterbitkan dalam hal terdapat Pajalk
yang kurang atau tidak dibayar dan Lebih berdasarkan
hasil Pemeriksaan Tim.

(4] SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data
yang scmula  belum terungkap dan  menyebabkan
penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan
Pemeriksaandalam rangka penerbitan SKPDKBT,

(3] SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan
dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya
dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan
tdak ada kredit Pajak.

Pasal 58

Berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Badan
menerbitkan SKPDLB.

Baginn Kedua
Surat Tagihan Pajak Daerah
Pasal 59

(I} Kepala Badan dapat menerbitkan STPD dalam hal:
a. untuk Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT PBB-P2
yang tidak atau kurang dibayar sctelah jatuh tempo

pembayaran;

b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding vang tidak atau
kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran: atau

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratil berupa

bunga dan/atau denda;
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(2]

(3)

()

(2

(3]

(1)

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar
ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa
bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari
Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh
tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran,
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan sejak saal terutangnya Pajak serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga
sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak
vang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal
jatuh  tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 {dua puluh
empal) bulan scjak saat terutangnya Pajak serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BaE XIV
PEMNAGIHAN PAJAK
Pasal 60

Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD,
SKPDKB, SPKDKEBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding
merupakan dasar Penagihan.

Atas dasar Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat

dilakulkan imbauan.

Dalam hal dasar Penagihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dilunasisctelah jatuh tempo pembayaran atau
pelunasan, dapat dilakukan Penagihan.

Pazal &1

Kepala Badan melaksanakan Penagihan sebagaimana
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(2)

(1]

(2]

{3)

(4]

()

dimaksud dalam Pasal 61 berwenang:
a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
b. menerbitkan:
1. Burat Teguran;
2. surat perintah Penagihan seketika dan sekaligus;
3. Surat Paksa;
+. sural perintah melaksanakan penyitaan;
5. sural perintah penyanderaan;
6. surat pencabutan sita;
7. pengumuman lelang;
8. surat penentuan harga limit;

9. pembatalan lelang; dan

10.surat lain yang diperlulkan untuk dalam pelaksanaan
Penagihan.

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan scsuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pazal 62

Tata cara Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61

diawali dengan penerbitan Surat Teguran.

Surat Teguran scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh
penanggung Pajak.

Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang
Pajak, terhadap Wajib Pajak diterbitkan Surat Paksa.

Khusus untuk Wajib Pajak yang telah disetujui untuk
mengangsur alau menunda pembayaran Pajak, atas Utang

Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak
diterbitkan Surat Teguran.

Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak scbagaimana
dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati
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(6)

(7}

(8]

(9)

(10)

(1)

jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat
Teguran.

Surat Paksa scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak
kepada Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya
setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua
puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan
scbagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat
perintah melaksanakan penyitaan.

Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan tidak
dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat
perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (7), juru sita pajak berwenang melaksanakan
penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap
barang yang disita.

Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah
jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak
pengumuman lelang,

Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9),
dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka wakt 14
(empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.

Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar
biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang

Pajak yang belum dibayar.

Pasal 63

Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud dalam Fasal 61
ayat (1) huruf a melaksanakan Penagihan scketika dan

sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan seketika dan

sekaligus dalam hal:

.

b.

Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya

atan berniat untuk ita:

Wajib Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau
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(1

(2)

{3)

(1)

(2}

yang dikuasai dalam rungka menghentikan atau
mengecilkan  kegialan usahanya atau pekerjaan yang

dilakukannya di Indonesia;

terdapat tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan
badan usahanva, mengegabungkan usahanya, atau
memekarlkan usahanya, alal memindahtangankan
perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan

perubahan bentuk lainnya;
badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh Pihak Ketiga

atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
Paszal &4

Dalam rangkaian proscs pelaksanaan Penagihan, terhadap
Wajib Pajak vang tidak menunjukkan itikad baik melunasi
Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran
paling sedikit Rpl100.000.000,00 [seratus juta rupiah), juru

sita dapat melakukan pencegahan dan/atau penyvanderaan.

Pencegahan danfatau penvanderaan terhadap Wajib
Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau

terhentinya pelaksanaan Penagihan,

Pencegahan dan /atau penyvanderaan schagaimana
dimaksud pada ayat (2] dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundan E-uUn dan Ban.

BAB XV
REDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 65

Hak wuntuk penagihan pajak, kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejok
saal lerutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak

melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada
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ayat (1) tertangguh apabila:

a. Dhterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa;

b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik
langsung maupun lidak langsung.

(3] Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa
schagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa
penagihan dihitung scjak tanggal peonyampaian surat
teguran dan/atau surat paksa yang dibuktikan dengan

berita acara penyampaian surat paksa.

(4) Berita acara penyampaian surat paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penvampai,
penerima dan 2 (dua) orang saksi.

(3) Pengakuan utang pajak sccara langsung scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib pajak dengan
kesadaranya menyatakan masih mempunyai utang pajak
dan belum melunasi kepada pemerintah daerah.

(6) Pengakuan utang pajak secara Udak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hurul b, dapat diketahui dari
pengajuan  permohonan angsuran atau  penundaan

pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

BAB XVI
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 66

Penghapusan piutang PBB-P2 diberikan dalam bentuk
penghapusan dari seluruh besaran pajak yang teru tang
termasuk sanksi administratif berupa bunpga, denda atau

kenaikan pajak terutang yvang tercantum dalam Surat Ketetapan
Pajak atau sejenisnya.
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Pasal 67

(1) Piutang Pajak PBB-P2, walaupun hak untuk melalkukan
penagihan belum kedaluwarsa dapat dilakukan
penghapusan apabila piutang pajak tersebut tidak dapat
atau tidak mungkin ditagih lag.

(2} Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih
lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan
harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli
waris tidak dapat ditemukan dengan dilengkapi dengan
Surat keterangan meninggal dunia dari pejabat setempat
minimal Kepala Desa/Lurah dan Surat keterangan dari
pejabat  yang berwenang bahwa Wajib Pajak tidak

mempunyai ahli waris;

b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi
dan/atau dinyatakan pailit oleh instansi berwenang yang
dibuktikan dengan hasil penelitian petugas;

€. Wajib Pajak terkena bencana alam dan diperkuat dengan

pernyalaan dari instansi yang berwenang;

d. Obhjek pajak tidak ditemukan di lapangan yang dibuktikan
dengan Surat Keterangan Kepala Desa atau Lurah;

e. Satu objek pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NOPD yang '

dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan petugas
dengan dilampiri SPPT yang ganda;

f. Objek pajak telah menjadi fasilitas sosial atau fasilitas
umum antara lain masjid, gereja, rumah sakit pemerintah,
sekolah, pantiasuhan, hutan lindung, suaka alam, hutan
wisata, taman nasional dll yang dibuktikan dengan Surat
Keterangan Kepala Desa/Lurah atau pejabat vang
berwenang dan Laporan Hasil pemeriksaan petugas:

g. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

(3} Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu
dilakukan penyisihan piutang sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Kedua
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak
Pasal 68

Bupati dapat menghapuskan piutang pajak vang
kedaluwarsa dan/atau tidak bisa tertagih.

Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan wusulan
penghapusan piutang pajak oleh Kepala Bapenda.
Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak, Bupati
berwenang untuk menerbitkan Keputusan tentang
penghapusan piutang pajak.

Usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib dilakukan dengan prinsip kehati-hatian,

Pasal 69

Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 68 ditetapkan oleh:

Bupati untuk jumlah penghapusan  piutang pajak
sampai dengan RpS5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

dan

Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Raloyat
Daecrah untuk lebih dari RpS5.000.000.000,00 (lima milyar

rupiahy).
Pasal 70

Piutang pajak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 68 adalah
piutang pajak vang tercantum dalam:
a. SKPD;

b. SPPT PBB-P2 atau hasil cetak data elektronik yang
memuat pajak terutang untuk PBB-P2;

c. SKPDKBE;

d. SKPDKBT;
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e STPD;

f. Suratl tepuran / Surat peringatan / Surat

Tagihan/Dokumen yang dapat dipersamakan;
g Surat paksa terakhir yang disampaikan;

h. Surat keputusan pembetulan dan surat keputusan

keberatan;

i. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali
Mahkamah Agung yvang menyebabkan jumlah pajak yvang

harus dibayar bertambah; dan/atau

j- Daftar Piutang Pajak daerah.

(2} Piutang pajak vang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih
lagi akan tetapi belum kedaluwarsa terlebih dahulu
dimasukkan kedalam buku Daftar Cadangan Penghapusan
Piutang Pajak dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

Bagian Keliga
Penatausahaan Penghapusan

Fazal 71

(1] Penghapusan Piutang Pajak Dacrah wanb terlebih dahulua
dilakukan Perencanaan dengan melakukan penalausahaan
Piutang Pajak Daerah dan telah dilakukan upaya tindakan

penagihan berdasarkan peraturan perpajakan daerah.
(2] Perencanaan Penghapusan piutang Pajak Dacrah meliputi:

a. Menginventarisasi objek dan subjek piutang pajak

daerah berdasarkan pangkalan data (data base).

b. melakukan identiflikasidan verilikasi terhadap data
piutang pajak dacrah;

c. menyiapkan berita acara hasil pengecekan identifikasi
dan verifikasi; dan

d. membentuk tim penghapusan piutang pajak Daerah.




(1)

(2]

(3)

1)

()

(1)

Pasal T2

Bupati membentuk Tim Penyelesaian Piutang Pajak Daerah
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh
Kepala Badan dan beranggotakan pegawai negeri zipil dari
Bapenda beserta seluruh satuan kerja perangkat daerah

terkait,

Tim sebagaimana dimaksud pada avat (1) bertugas
melakukan penelitian administrasi dan lapangan terhadap
piutang pajak yvang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan

Piutang Pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang
Pajak.

Penclitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah
dan Juru Sita Pajak Dacrah,

Penelitian yang dilaksanakan sebagaimana pada ayat (3)
didasarkan pada surat tugas Kepala Bapenda.

Pasal 73

Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
72 ayat (3) meliputi:

a. Inventarisasi data dokumen wajib pajak meliputi:
1. SKPD;

Z. SPPT atau hasil cetak data elektronik yang memuat

pajak terutang untuk PRB-P2;
3. S8KPDKB;
4. SKPDKBT;
3. 8TPD;

6. Surat teguran/Surat peringatan/Surat Tagihan
fDokumen yang dapal dipersamakan;
7. Burat paksa terakhir vang disampaikan;

8. Surat kepulusan pembetulan dan surat keputusan
keberatan;
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9. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali
Mahkamah Agung vang menyebabkan jumlah pajak
yang harus dibayar bertambah; dan /atau

10. Daftar piutang pajak daecrah.

b. Dokumen sebagaimana dimaksud hurufl a angka 9 yang
telah kedaluwarsa.

(2) Apabila dalam penelitian dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huraf a tidak ditemukan dan telah dilakukan
penelusuran administrasi secara optimal terhadap
dokumen yang menjadi dasar pajak terutang yang
diusulkan penghapusan Piutang Pajak Daerah, Kepala
Bapenda dapat menerbitkan salinan/printsereen/cetakan
dokumen dimaksud atau salinan data elektronik yang
memuat pajak terutang dengan legalisasi pejabat yang
berwenang.

Pasal 74
(1} Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dalam Pasal 72

ayat [3), tim membuat Laporan Hasil Penelitian setiap akhir
tahun sebagai bahan usulan penghapusan Piutang Pajak
Daerah.

(¢) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana pada ayat (1) disertai
dengan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah
yang sekurang-kurangnya memuat:

a. Nama penanggung pajak/wajib pajak;

b. Alamat penanggung pajak/wajib pajak;

€. Nomor pokok wajib pajak daerah;

d. Nomor dan Nomor dan Tanggal SKPD/
{SKPDKB/SKPDKBT/STPD/ Surat Keputusan
Pembetulan / Surat Keputusan Keberatan / Surat

Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi
Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda:

e. Nomor objek pajak daerah (NOPD) Pajak Bumi dan
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Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-F2);
f. Jenis pajak daerah;
g. Tahun pajak;

h. Jumlah piutang pajak yang akan dihapuskanatau
vang akan dicadangkan untuk dihapuskan;

i. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan;

j. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk
dihapuskan; dan

k. Gambaran Wajib Pajak dan Piutang Pajak yang
bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan
besarnva Piutang Pajak wyang tidak dapat ditagih lagi
dan diusulkan untuk dihapuskan; dan

. Keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian

lapangan.

Pasal 75

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) menyusun
dan menvampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak
Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.

Pasal 76

(1) Laporan Hasil Penclitian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74 ayat (1), Daftar Usulan Penghapusan Piutang
Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang
Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat
(2) disampaikan oleh Tim kepada Kepala Bapenda.

(] Kepala Bapenda membuat Surat Usulan Permohonan
Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati dengan
disertai Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

Pasal 77

(1) Berdasarkan Surat Usulan Permohonan Penghapusan
Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
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76 ayat (2), Bupati menetapkan keputusan penghapusan

piutang pajak daerah.

{2) Berdasarkan Keputusan Bupati scbagaimana dimaksud
ayat (1), Kepala Bapenda menyampaikan suarat
permohonan penghapusan buku atas piutang pajak daerah
yang telah tercatat dalam neraca Pemerintah Daerah
kepada BPKAD.

{3) Apabila piutang yvang telah dihapus bukukan dan ternyata
di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya,
terhadap penerimaan kembali atas piutang vang telah
dihapus bukukan baik yang telah dilakukan penyisihan
pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, diakui

sebagail Lain-lain PAD.

BAR XV
KEBERATAN DAN BANDING
Bagian Kesatu
Keberalan
Pasal T8

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala
Badan terhadap:

a. BSPPT;

b. SKPD;

c. SKPDEKB:
d. SKPDKBT,;
e. SKPDLB;

I. SKPDN: atau

g pemolongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga
berdasar peraturan perundang-undangan pajak.

{2} Pengajuan keberalan sebagaimana dimaksud pada ayal (1)

harus diajukan setelah diterimanya SPPT dan 1 {satu) bulan
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(3)

(4)

(5]

()

(7

sebelum tanggal jatuh tempo sejak tanggal SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLBE, atau SKPDN dikirim atau
tanggal pemotongan atau pemungutan.

Setelah wajib pajak mengajukan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat ({2) maka perlu dilakukan Pemeriksaan
oleh Tim Pemeriksa scbagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat

(1).

Tata Cara Penyelesaian Keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Bapenda sebagai berikut:

4. Kepala Desa dan Lurah mengirimkan Pengembalian
SPPT kepada Bapenda;

b. Tim Bapenda melakukan verifikasi lapangan dan
bersama Kepala Desa/Lurah menandatangani berita

acara atas keberatan:

¢. Hasil Berita acara dipakai oleh Bapenda untuk

dilakukan diusulkan pembatalan; dan

d. Dokumen berita acara diajukan untuk penerbitan
keputusan pembatalan dan diterbitkan SKPDKRE,
SKPDKBT.

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah
membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLE, SKPDN, atau pemotongan atau
pemungutan oleh Fihak Ketiga paling sedikit sejumlah yang
telah disetujui Wajib Pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dianggap sebagai
surat keberatan.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dapat
disampaikan melalui:

a. secara langsung cleh Wajib Pajak;
b. melalui jasa ekspedisi: atau

. séecara elektronilk.




()

(9]

(1)

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, janghka
waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar
pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1
(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan
Keberatan.

Format Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
Paszal 79

Pengajuan keberatan harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

b. mengemukakan jumlah Pajak yang terutang atau
jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah
rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai
alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;

c. 1 [satu) keberatan diajukan hanyva untuk 1 (satu) surat
ketetapan Pajak, untuk 1 (satu) pemotongan Pajak, atau
untuk 1 (satu) pemungutan Pajak;

d. Wajib Pajak telah melunasi Pajak yang masih harus
dibayar paling sedikit sejumlah yvang telah disetujui
Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil
pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi,
sebelum surat keberatan disampaikan;

e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
tanggal:
1. surat ketetapan Pajak dikirim: atau
2. pemotongan atau pemungutan pajak oleh Pihak
Ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukan
bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajalk;

f.  surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan
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(2)

(3

(4]

L)

dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan
Wajib Pajak, surat keberatan tersebul harus dilampiri

dengan surat kuasa khusus.

Dalam hal surat keberatan yang disampaikan oleh Wajib
Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, huruf b, hural ¢, hurul d, atau huruf
I, Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan atas surat
keberatan tersebut dan menyvampaikan kembali sebelum
jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e terlampaui.

Tanggal penyampaian surat keberatan yang telah diperbaiki
schagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggal

surat keberatan diterima.,

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), jangka waktu pelunasan Pajak vang
masth  harus dibayar vyang tidak disetujui dalam
pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan
akhir hasil verifikasi sebagaimana tercantum dalam
SKPDKB dan SKPDKBT scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 78 ayat (8) dan belum dibayar pada saat pengajuan
keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejuk

tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
Fasal B0

Dalam proses penyelesaian keberatan, Kepala Badan
berwenang untulk:

. meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam
bentuk fisik dan/atau nonfisik kepada Wajib Pajak
terkait dengan materi yang disengketakan melalui
penyampaian  surat permintaan  peminjaman buku,
catatan, data, dan informasi:

b. meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan
terkait dengan materi vang disengketakan melalui

penyampaian surat permintaan keterangan:

€. meninjau tempat Wajib Pajek, termasuk tempat lain
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(2)

(3)

(4)

(5)

vang diperlukan;

d. melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal yang
diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui
penyampaian surat panggilan; dan

e. melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain  dalam
rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau
informasi yang objcktilf yvang dapat dijadikan dasar

dalam mempertimbangkan keputusan keberatan,

Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau permintaan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 15
(hma belas] hari kerja setelah tanggal surat permintaan
peminjaman  dan/atau  surat  permintaan  keterangan
dikirim.

Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] berakhir, Wajib Pajak tidak
meminjamkan schbagian atau seluruh buku, catatan, data
dan informasi dan/atau tidak memberikan keterangan yang

diminta, Kepala Badan menyampaikan:

a. sural permintaan peminjaman vang kedua; dan/atan

b. surat permintaan keterangan yvang kedua.

Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau
perminiaan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat
(3] paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat

peminjaman dan/atau permintaan yvang kedua dikirim.

Dalam hal masih diperlukan, Kepala Badan dapat
meminjam buku, catatan, data, dan informasi dan/atau
meminta keterangan tambahan, dan Wajib Pajak harus
meminjamkan buku, catatan, data, dan informasi dan/atau
memberikan keterangan yvang diminta dalam jangka waktu
scbagaimana disebutkan dalam:

4.  surat permintaan peminjaman tambahan; dan/atau

b.  surat permintaan keterangan tambahan.
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(1)

(2]

(3)

(4]

(5]

(1)

Pasal 81

Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan olehWajib Pajak.

Dalam memberikan kepulusan scbagaimana dimaksud

pada ayat (1), HKepala Bapenda dapat melakukan
Pemeriksaan.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dalam jangka wakiu paling lama sejak tanggal surat
keberatan diterima.

Keputusan kepala Bapenda atas keberatan dapal berupa:

a. menerima  seluruhnya dalam  hal Pajak  terutang
berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang

terutang menurut Wajib Pajak;

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang

berdasarkan hasil peneclitian schagian sama dengan

Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam
surat keputusan/ketetapan vang diajukan keberatan
oleh Wajib Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak yvang terutang dalam
hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih
besar dari Pajak yang leratang dalam  sural
keputusan /ketetapan vang diajukan keberatan oleh
Wajib Pajak.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayal (3) Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan,

keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
Pasal 82

Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian
alau scluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
0,6% [nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak
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vang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh

1 (satu) bulan.

(2] Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan

diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

(3] Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratil berupa
denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak

vang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua
Banding
Pasal 83

i1} Wajib Pajak dapat mengajukan permochonan banding hanya kepada
Pengadilan Pajak terhadap Surat Keputusan Keberatan yang
ditetapkan oleh Bupati,

(2) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar
Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan
Banding.

{3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan
Keberatan Yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) paling lama 3
(tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri
salinan Surat Keputusan Keberatan.

(4} Permohonan banding scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan
disertai alasan yang jelas.

(3} Permohonan banding scbagaimana dimaksud pada ayatl (1)
menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1

(satu) bulan sejak tanggal pencrbitan Putusan Banding.
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(8) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan pr:rundang-un dangan.

Pasal 84

(1] Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak
vang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh
1 [satu) bulan.

{2} Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dihitung  scjak  bulan  pelunasan  sampai dengan
diterbitkannya Putusan Banding.

(3] Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding,
sanksi administratil berupa denda sebesar 30% (tiga puluh

persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3)
tidak dikenakan.

(4] Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumilah Pajak
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak vang

telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XVIII
GUGATAN PAJAK
Pasal 85

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan gugatan pajak terhadap:
a. pelaksanaan Sural Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan,
atau pengumuman lelang;
b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
¢. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan
perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 78 ayat (1);
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d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan

vang dalam penerbitannya lidak sesual dengan prosedur atau tata

cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

{2) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XIX
PENGURANGAN KETETAPAN

Pasal 86

(1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal ;

a. Karena kondisi tertentu objek pajak vang ada hubungannya dengan
subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya dengan
ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi meliputi :

aj

b)

d}

objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran
pejuang  kemerdekaan, veteran pembela  kemerdekaan,
penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya
weleran;

objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/perikanan/
pelernakan yang hasilnya sangal lerbatas luasan dan
produktifitasnya untuk  wajib pajak orang pribadi yang
berpenghasilan di bawah Rpl.000.000 (satu juta rupiah)
berdasarkan keterangan dari desa dan lurah;

objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan  rendah, schingga kewajiban pembayaran
pajaknya sulit dipenuhi; dan/atau

objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter
perseginya  meningkat akibat perubahan lingkungan dan
dampak positif pembangunan.

b. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas
pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi
kewajiban rutin.
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¢. Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab luin yang
luar biasa dengan kelentuan schagai berikut:

l. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau scrangkaian peristiwa yvang dischabkan olech alam antara
lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kekeringan, angin
topan, dan tanah longsor: dan

<. Sebab lain yang luar biasa meliputi kebakaran, wabah penvakit
tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

{2) Pengurangan juga dapat diberikan kepada waejib pajak yang berupa
Objek pajaknya meliputi kawasan cagar budaya.

(3] Pengurangan tidak dapat diberikan kepada Wajib Pajak vang telah
mendapat kebijakan stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat [4].

Pasal 87

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dapat diberikan
berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

(2} Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diajukan secara :

a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum SPPT
FBB-P2, atau

b. perseorangan secara kolektif, untuk PBB-P2 yang terhutang vang
tercantum dalam SPPT.

(3) Permohonan pengurangan secara kolektif schagaimana dimaksud pada
ayat (2} huruf b dapat diajukan :

a. schelum SPPT PBB-P2 diterbitkan dalam hal kondisi tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) hurul a angka 1
huruf (a) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau

b. setelah SPPT PBB P2 diterbitkan dalam hal :

1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1)
huruf a angka 1 huruf a) dengan PBB P2 yang lerutang paling
banyak Bp. 100.000 - {seratus ribu rupiah); atau

2. objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal B9 ayat (1)

huruf b dengan PBB P2 vang terutang paling banyvak
Rp. 100.000.000,00 {seratus juta rupiah).
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Pasal 88

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 diberikan kepada
wajib pajak atas PBB-F2 terutang vang tercantum dalam SPPT PBB-F2
dan/atau SKP PBEB-F2.

(2) SKP PBB-P2 schagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SPPT PBB-P2

(3] PEB-F2 terutang yang tercantum dalam SKP PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda
administrasi.

(4] SKP PEB-P2 vang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan
pengurangan denda administratif.

Pasal 89

Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dapat
diberikan :

d. sebesar 25% (tujuh puluh lima persen] dari PBB-P2 yang terutang
dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat
{1) huruf a angka 1 huruf a);

b. sebesar paling tinggi 50 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang
terutang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a angka
| hurul b), huruf ¢), dan/ atau huruf d);

¢. sebesar paling tinggi 100 % (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang
dalam hal objek pajak lerkena bencana alam atau sebab lain yvang luar
biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) hurul b;

d. sebesar paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima) persen dari PBB-P2 yang
terutang untuk objek PBB-P2 berupa kawasan cagar budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayvat (2) huruf ¢

Pasal Q)

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perorangan scbagaimana
dalam Pasal 86 ayat {2) huruf a harus memenuhi persyaratan:

d. seliap permohonan untuk 1 (satu) SPPT PBB-P2 atau SKFPD PBB-P2Z;

b. diajukan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dalam bahasa
Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan
yang dimohon disertai alasan yvang jclas;

c. dilampiri fowokopi SPPT atau SKPD PBB- P2 yang dimohonkan
pengurangan;
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d. Surat permohonan ditanda tangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal
surat permohonan ditanda tangani oleh bukan wajib pajak berlaku
ketentuan sebagai berikut:

1. SBurat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus,
untuk:

a) Wajib Pajak Badan; atau
b) Wajib Pajak orang Pribadi dengan PBB-P2 yang terutang lebih
dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk
wajib pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling
banyak Rp.1.000.000,- {(satu juta rupiah).

€. Permohonan diajukan :

1. dalam jangka waktu 3 (tign) bulan terhitung sejak tanggal
diterimanya SPPT PBB-P2;

2. dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejuk tanggal
diterimanya SKP PBB-P2;

3. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya
scbab lain yang luar biasa, kecuali apabila wajib pajak dapat
menunjukkan bahwa dalam jangka waktu terscbut tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

. Tidak memiliki tunggakan pajak tahun sebelumnya atas yang
dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena
bencana alam atau sebab lain yang diluar biasa; atau

g- Tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PEB-P2 yang
dimohonkan pengurangan atau dalam hal diajukan keberatan telah
diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan
Keberatan dimaksud tidak diajukan banding,

Pazal 91
(1) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf a harus memenuhi
persyaratan:
a. setiap permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun
Pajak vang sama;
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b. digjukan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dalam bahasa
Indonesia dengan mencantumkan besarnya presentasc
pengurangan vang dimohonkan disertai alasan yang jelas;

c. diajukan melalui pengurusan Legiun Veteran Republik Indonesia
selempat atau pengurus organisasi terkait lainnya;

d. diajukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januar Tahun Pajak
yang beraangkutlan; dan

c. lidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajuk sebelumnva atas
objek pajak yang dimohonkan pengurangan. L

(2} Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3] huruf b harus memenuhi
persyaratan:

. sctiap permohonan untuk beberapa SPPT PBB-P2 Tahun Pajak vang
SAIMA;

b. disjukan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dalam bahasa
Indonesia  dengan mencaniumkan besarnya persentase
pengurangan yang dimchonkan disertai alasan yang jelas;

¢. diajukan kepada Kepala Bapenda melalui :

1. Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia sctempal  atau
pengurus  organisasi terkait untuk pengajuan permohonan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 87 avat (3) huruf b angka 1;
alay

2. Lurah/Desa  setempat, untuk pengajuan  permochonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf b angka 2)
dan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 avat [3)
huruf b angka 3);

d. dilampiri [otokopi SPPT PBB-P2 yang dimohon pengurangan,
permohonan diajukan :

l. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
diterimanya SPPT PBB-P2;

2. dalam jangka waktu 3 (tiga] bulan terhitung secjak tanggal
terjadinya bencana;

3. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila wajib pajak

melalui pengurus Legium Veteran Repubik Indonesia sctempat,

pengurus organisasi  lerkail  lainnya, atau Lurah, dapar
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menunjukkan bahwa dalam jangka wakiu terscbul tidak dapat
dipenuhi karena kealpaan di luar kekuasaannya.

e. Tidak memiliki tunggakan pajak PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya
atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal
objek pajak karena bencana alam atau sebab lain yang luar hiasa;
dan

. Tidak ajukan keberatan aias SPPT-PBB P2 yang dimohonkan

PENgUrangan.
Pasal 92

{1) Permohonan pengurangan olch Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 87 harus dilampin dengan dokumen pendukung,.

(2] Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
permohonan Wajib Pajak vang diajukan perseorangan sebagai berilul:
a. Objek pajak vang Wajib Pajak orang pribadi veteran pejuang

kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa

bintang gerilya, atau janda/dudanya dapat berupa :

1. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Surat
Kepulusan lentang Pengakuan, Pengesahan dan
Penganugerahan Gelar Kehormatan dari  Pejabat  vang
berwenang;

2. lotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun pajak sebelumnya;
dan/atau

3. dokumen pendukung lainnya.

b. Objek pajak berupa lahan pertanian fpajak
perkebunan fperikonan/ pelernakan vang hasilnya sangat lerbatas
batas pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dapat
berupa :

1. surat pernyataan dari wajib pajak vang menvatakan bahwa :

a) hasil pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan
sangat terbatas; dan
b} penghasilan Wajib Pajak rendah,

2. lotokopi Kartu Keluarga;
fotokopi rekening listrik, air, dan/atau telepon;

4. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun pajak sebelumnya;
dan/atau

5. dokumen pendukung lainnya.
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(@)

. Ubjek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya

semata-mata berasal dari pensiunan, schingga kewajiban PBB-P2
yang menjadi tanggungannya sulit dipenuhi dapat berupa :

i. fotokopi Surat Kepulusan pensiun;

ii. fotokopi slip pensiunan atau dokumen sejenis lainnya;

. fotokopi kartu keluarga;

., fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon:

v. [otokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya;

dan atau

vi. dokumen pendukung lainnya,

. objek Pajak yang Wajib Pajaknva orang pribadi yang

berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2 yang menjadi
tanggungannya yang sulit dipenuhi dapat berupa :
|. surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa
penghasilan wajib pajak rendah;
- lotokopi kartu keluarga;

2

3. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;

4. fotokopi pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak schelumnya; dan atau
3. dokumen pendukung lainnya.

objck  pajuk  yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat
akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan
dapat berupa :

l. sural pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa
pengahsilan Wajib Pajak rendah;

fotokopi SPPT PBB-P2 tahun pajak sebelumnya;

fotokopi Kartu Keluarga;

fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;

S R

fotokopi pelunasan PBB-P2 Tahun Pajuk sebelumnya dan/atau
6. dokumen pendukung lainnva.

Dokumen pendukung schagaimana dimaksud pada avat {1) untuk

wajib pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuidasi
pada tahun pajak scbelumnya schingga tidak dapat memenuhi

kewajiban rutin perusahaannya, dapat berupa :

a. fotokopi laporan keuangan tahun sebelumnya;

b. fotokopi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya;
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c. [otokopi bukti pelunasan PBE P2 Tahun Pajok sebelumnya; dan
Jatau
[ d. dokumen pendukung lainnya.
{4} Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada avat (1) untuk
perorangan dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab

lain vang luar biasa, dapat berupa :

a. sural pernyataan dan wajb pajak yang menyatakan objek
pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar binsa;

b. surat keterangan yvang mendukung alasan permohonan, dari
lurahfdesa setempal atau instansi terkait; dan/atau

¢, dokumen pendukung lainnya.

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
Permohonan Wajib Pajak vang diajukan secara kolektif oleh
pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia atau organisasi terkait
lninnya dapatl berupa :

a. lotokopi Kartu Tanda Anggola Veleran tiap-tiap wajib pajak;

b. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tiap-tiap wajib pajak tahun
pajak sebelumnya; dan/atau

c. dokumen pendukung lainnva.

(6) Dokumen pendukung schagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
dapat berupa : permohonan wajib pajak yang dinjukan secara
leolektil oleh Lurah/ Desa;

a. surat Keterangan yang mendukung alasan permohonan dari
lurah/desa seiempal atau instansi terkait;

b. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tiap-tiap wajib pajak tahun
pajak sebelumnya; dan/atau

¢, dokumen pendukung lainnya,

Paszal 93

(1} Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dianggap
bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(2] Permohonan pengurangan sccara kolekiil vang tidak memenuhi
ketentuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (5), dianggap bukan
scbagai permohonan schingga tidak dapat dipertimbangkan.




(1)

(2]

(3)

%)

(3} Dalum hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayvat (2], Kepala Bapenda
dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh] hari scjak tanggal
permohonan tersebul diterima harus memberitahukan secara tertubs
disertai alasan vang mendasarinya kepada ;

a. Wajib Pajak atau kuasanva dalam hal permohonan diajukan secara
perseorangan; atau

b. Pengurus Legiun Veleran Republik Indonesia setempat, pengurus
organisasi terkait lainnya, atau Lurah/Desa setempat dalam hal
permohonan diajukan secara kolektifl,

(4] Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud ayat (1) atau ayat (2] Wajib Pajak masih dapat
mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pazsal 88 dan Pasal 89,

Pasal 9

(1) Keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB-P2 yang
terutang paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
ditetapkan olch Kepala Bepeneda.

{2) Pemberian keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB

P2 vang terutang lebih dan Rp. 100.000.000,00 {seratus juta rupiah)
ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 95

Eepulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dapal berupa
mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan
Wajib Pajak.

Keputusan scbagaimana dimaksud pada ayvat (1) ditetapkan
berdasarkan hasil penelitian kantor dan apabila diperlukan dapat
dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.

Penelitian di kanter dan Penelitian di Lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surmat tugas dan hasilnya
dituangkan dalam laporan hasil peneclitian pengurangan,

Dalam hal dilakukan penclitian di lapangan scbagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala Bapenda harus terlebih dahulu memberitahukan
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(3]

(1)

(2)

{3)

(4]

(5}

gecara tertulis mengenai wakiuv pelaksanasn penelitian di lapangan

kepada :

a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan sccara
perorangan; atau

b. Pengurus Legiun Veteran Republik Indoensia atau organisasi terkait
lamnnya, atau Lurah/Desa dalam hal permohonan diajukan secara
kolektil.

Wajib Pajak yvang telah diberikan suatu kepulusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan

pengurangan untuk SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yvang sama.

Pasal 06

Kepala Bapenda dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak
tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberi suatu
keputusan atas permohonan pengurangan, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 94 ayat (1), kecuali dalam hal permohonan pengurangan
secara kolektil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf a,
suatu keputusan diberikan segera SPPT PBB-P2 diterbitkan.

Bupall dalam jangka wakiu paling lama 4 [empat) bulan terhitung
scjak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberi
suatu keputusan atas permohonan pengurangan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 95.

Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dan ayat (2), adalah tanggal terima surat permohonan
pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak
atau kKuasanya kepada petugas di Bidang Pendataan, Penilaian dan
Penetapan Badan Pendapatan Daerah atau tanggal tanda pengiriman
surat permohonan pengiriman surat.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dan ayat
(2) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan
pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan Keputusan sesuai
dengan permohonan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Dalam hal besarnya persentasc pengurangan yang ditetapkan dalam
keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat {4) melebihi ketentuan
sebagaimana diatur dalam pasal 89, besarnya pengurangan ditetapkan
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sebesar persentase paling tinggi sesuai  ketentuan sebagaimansa
dimaksud dalam Pasal 32 ayvat (4).

BAE XX
PENCEMBALIAN KELEBIHAN PFEMBAYARAN PAJAK
Pasa] oF

(1] Pengembalian kelebihan pembayaran dapal dilakukan apabila telah
dilakukan pemeriksaan pajak oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah atay
pemertksa lainnya yang berwenang,

(2] Besaran kelebihan pembayaran ditetapkan berdasarkan LHP dari Tim
Pemeriksa.

(3] Besaran sebagaimana dimaksud pada avat (2), Kepala Bapenda
menerbitkan SKPDLE dan sclanjutnya disampaikan kepada Wajib
Pajals,

(4) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala
Bapenda mengajukan permohonan pemindahbukuan kepada Bupati
melalui Kepala BPKAD selaky BUD untuk tahun pajak vang sama,

(3] Bentuk formulir SKPDLB scbagaimana dimaksud pada avat  [4]
tercantum  dalam  lampiran X1 vang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXI

PENINJAUAN BESARAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN
IMBALAN BUNGA

Bagian kesatu

Pengurangan Ketetapan dan Pengurangan atau Penghapusan Sankosi

Administratl
Paragraf 1
Umum
Pasal Y

{1} Kepala Bapenda atas nama Bupati dapal membetulkan SPPT, SkFD
kesalahan talis

dan STPD vang dalam penerbitannya lerdapal
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dan/atau kesalahan hitung danfatau kekeliruan penerapan ketenfuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dacrah.
(2) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak dapat:

a
b
c.
d
c

. melakukan perubahan mutasi data objek /Subjek Pajak;
. melakukan pembetulan SPPT/SKPD/STPD yvang salah:

membatalkan SPPT/SKPD/STFPD yang tidak benar;

. mengurangkan SPPT/SKPD/STPD; dan/fatau

. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratil FBB-P2

berupa bunga. denda dan kenaikan yang dikenakan karena
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

(3) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat mengurangkan atau
menghapuskan sanksi administratifl PBB-P2 berupa bunga dan denda
karena:

a. Subjek Pajak terkena bencana sosial dan/atau wabah penyakit;
b. Objek Pajak terkena bencana alam seperti gempa bumi, banjir,

tanah longsor, atau sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran,
kekeringan, wabah penyakit tanaman ataupun hama tanaman;
dan/atau

kondisi terientu lainnya scperti program percepatan penvelesaian
piutang, pemberian stimulus untuk meningkatkan perekonomian
masyarakat, dll.

(4} Pengurangan atau penghapusan sanksi adminisiratil PBB-P2 berupa
bunga dan denda dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Dalam rangka percepatan target penerimaan PBB-P2 Kepala Bapenda
dapatl mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif PBB-pP2
berupa bunga dan denda, Pengurangan atau penghapusan sanksi

(6) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBE- P2 berupa
bunga dan denda dalam rangka percepatan target penerimaan PBR P2
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Bapenda setelah dilakukan penilaian oleh tim penilai pajak
dacrah.
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(1)

(<]

(3]

(4]

(3]

(1)

{2

Paragraf 2
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
Pasal 99

Permohonan penghapusan alau pengurangan sanks: administratif
diajukan secara perscorangan /kolekti.

SPPT/SKPD/STPD  yang telah diajukan wuntuk permohonan
penghapusan atau pengurangan sanksi administratil tidak dapat
diajukan kembali.

Berdazarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Bupali menctapkan Keputusan ftentang penghapusan atau
pengurungan  sanksi administratif dapat berupa  mengabulkan
seluruhnya atau sebagian atau menolak.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
pada hasil pemeriksaarn.

Bentuk formulir permohonan penghapusan atau sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua
Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pasal 100

Wajib Pajak dapal mengajukan permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran PBB-P2 kepada Bupati dalam hal:

a. PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang scharusnya
lerutang:

b. Dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya terutang:
dan

€. lerutang scbagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah
Pajuk yvang masih harus dibayar termosuk sanksi administratif
berupa bungas. denda atau kenaikan vang tercantum dalam surat
ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan
perundang-undangan perpajakan.

Kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat terjadi karena

a. perubshan peraturan




suratl kepuiusan pembenan pengurangan:
surat keputusan penyeclesaian keberatan;
kesalahan penetapan;

kekeliruan pembayaran; dan

me ap P

keputusan pengadilan vang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Permochonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dengan melampirkan sckurang-kurangnya
a. SPPT dan SSPD asli; dan
b. STPD.

(4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas] bulan sejak
diterimanya sural permohonan pengembalian dari Wajib Pajak,
menerbitkan:

a. SKPDLE, apabila jumlah PBB-PZ yang dibayar ternyata lebih besar
dari yang scharusnya terutang;

b. SKPDN, apabila jumlah PBB-P2 sama dengan jumlah PBB-P2 yang
scharusnya lerutang; dan

¢. SKPDKB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata kurang
dari jumlah PBB-P2 yang scharusnya terutang,

(5] Pengembalian kelebihan PBB-P2 dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannyva SKPDLB.

(6) Penerbitan SKPDLB, SKPDN dan SKPDKB sebagaimana dimaksud
pada ayat [4) dapat dilimpahkan kepada Kepala Bapenda.

(7] Formulir permohonan  pengembalian pembayaran  kelebihan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1] tercantum dalam Lampiran XV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 101

(1) Kelebihan pembayaran PEB-P2 diperhitungkan terlebih dahulu dengan
utang Pajak lainnya.

{2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yvang berhak atas kelebihan
pembayaran PBB-P2, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan
Pajak yang akan tcrutang.

(3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan {2) dilakukan
dengan pemindahbukuan.
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BAB XX

KERJASAMA OPTIMALISAS] PEMUNGUTAN PAJAK DAN PEMANFAATAN
DATA

Bagian Kesatu
Kerjasama Optimalisasi Pemungutan Pajak
Pasal 102

{1} Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah
Daerah dapal melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan
Pajak dengan:

a. Pemerintah;

b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau

c. pithak ketiga.

(2] Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat () meliputi:

a. pertukaran dan/etau pemanfaatan data dan/atau  informasi
perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

2

pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan
kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau
sumber daya manusia di bidang perpajakan;
f. penggunaan jasa layanan pembavaran oleh pihak ketiga; dan
g kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan
dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas
pelayanan publik serta saling menguntungkan,
(2] Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah
dan/ atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada

ayal (1) hurul a dan hurufl b meliputi beniuk kerja  sama
sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a sampai dengan hurufl
e dan/ atau huruf g.

(3] Kerja sama vang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi bentuk kerja




sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf ¢ sampai dengan
huruf g.
Pasal 103

(1) Pemerintah Daecrah dapat:

a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1); dan

b. menerima penawaran kerja sama dari pihak scbagaimana dimalsud
dalam Pasal 102 ayat (1).

(2) Kerja sama scbagmmana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2
dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain
yang disepakati para pihak.

() Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
102 ayat (2) hurul a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh
Kepala Daerah bersama mitra kerja sama.

(4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3
paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

. subjek kerja sama;

. maksud dan tujuan;

ruang hingkup;

- hak dan kewajiban para pthak yang terlibat;

jangka waktu perjanjian;

sumber pembiayvaan;

penyelesaian perselisihan;

= T T T - PO - -

. sanksi;

—
3

korespondensi; dan

J- perubahan.
Bagian Kedua

Penghimpunan Data dan/ atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan
Pajak

Pasal 104

(1) Dalam rongka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah
dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha

penvedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk

) ;

iransaksi perdagangan.




{2} Data dan/ataw informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa
data dan/ atau informasi vang berkaitan dengan orang pribadi atau
Badan yvang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 105
Puda sual Peraluran Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belu
Nomor 24 Tahun 2019 tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Dacrah Kabupaten
Belu Tahun 2019 Nomor 24] dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106
Peraturan Bupati ini berlaku mula: tanggal diuvndangkan.
Agar seliap orang mengelahuinya memerintahkan pengundangannya

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Belu,

Ditetapkan di Atambua

Diundangkan di Atambun

Bselunipal 7 oJum 2024
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LAMPIRAN 1l PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 30 TAHUN 2024
TANGGAL : 7 JUNI 2024

A FORMULIR PEMDAFTARAN
NOMOR POROK WAIIE PATAK DAERAH (NPWPD}
WAIID PAJAK “ORANG PRIBADI™
NPWPD Baru
Jenis ldentitas
Mo, Identitas
Kewargunegaraan
Mama
Alarmat
Tempat Lahir
Tunggal Lahir
Jenis Kelamin
Mo, Hyp
Lokasi Tempal Tinggal : Dalam Daerah / Lursh Daerh
Dalam Daeral
Dzsa f Kelurahan
Kecamatan
Kahupaten
Luar Daerah
Dhesal Kelurbhmm
Kecamatan

Kabupaten

8o
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BLENTU R KARTL NPWPLD

TAMPILAN DEPAN

W

MR KN
JL HAN AM WURLUK MO0 ATAMBLIA

« PEMERINTAH KABUPATEN

i

BELL

| BELLLFROVINSI MUSA TENGOGARA TIMUR

TERDAFTAR : TOL BLILAN TAHLUN

BELAKANL

Karti  in1 h:lr.ur.! diﬁ:rnpun buik-haik dun
;||'|1'|Ir1l':| |1'.|‘i'|l1Lt ngir segera rn-.,'l:||'||1r ke Kmnlor
Badan Pendapatan Doerah Kabupaten Belu
MPWPL di contumkan dalam hol herbhubungan
denpun dokumen perpajakan daerah, |
Dalam hal wajib pajak dacrah pindah domisili, :
supaya meloporken dmi ke konior  Bladon
Pendapatan Doeruh Kabupaten Belu,

EABLUPATEMN BELL




LAMPIRAN [il PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 30 TAHUN 20:24
TANGGAL : 7 JUNI 2024

BENTUK IS1, DAN TATA CARA PENGISIAN NOPD
PENULISAN NOMOR OBJEK PAJAK DAERAH PBB-P2 KABUPATEN BELLU

NOMOR SERI SPPT
PEMERINTAH KABUPATEN BELL AT FIli-Fd
BADAN PENDAPATAN DAERAH BAKAN MERUPAKAN BUKT] KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERMUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAIIUN

| KoP .
R T (A (A e
’ |
> KODE PROPINSI
> KODE KABUPATEN
- » RODE KECAMATAN
— KODE DESA/KELURAHAN
—» KODE BLOK
* NOMOR URUT DALAM SATU BLOK
— KODE KHUSUS (SUDAH SISMIOP/
BELUM SISMIOP
Kelerangan
Digit 1 dam 2 = Kode Propinsi
Digit 3 dan 4 = Kode kabupaten
Dagit 5,6 dan 7 = kode Kecamatan
Crigit 8,% dan 10 = Kode Desa/Kelurahan
Digat 11,12 dan 13 = Kode Blok

Drigae 14,15, 16 dan 17 = Kode Urut Objek
Drigit 18 = Tanda Khusus [Sudah fbelum Sismiop)




LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR  : 30 TAHUN 2024

TANGGAL : 7 JUNI 2024

KLASIFIKASI NILAI JUAL DBIEK PAJAK BUMI UNTUK PERDESAAN DAN

PEREOTAAN

KLASIFIKASI | PENGELOMPOKAN NJOP PAJAK JUAL

R i) ORIEK PAJAK
{Rp./m2)
T ay (@) B
T =67.390.000,00 | sid | 68,543,000, 68.545.000,00

02 >65.120000,00 | ad | 67.390.000,00 66.255.000,00
003 =62.890.000,00 | sid | 65.120.000,00 654,000,000, 00
(04 ~60.700.000,00 | sid | 62890.00000 | 61.795.00000
005 =$R.550.000,00 | sid | 60.700.000.00 50,625.000,00
006 =56.440.000,00 | sid | 5B.350.000,00 5749500000 |
o7 >S4370.000,00 | s | 56.440.000,00 $5.405.000,00 |
(I8 =7 40 NN, KD il S, 3700, 0RO, CH B3 955 K6 (W0
009 >50.350,000,00 | d | 32.340.000,00 5134500000
i B L LR R =l 30,350, (W00,00 495375 000,00 |
011 ~46.400.00000 | =id | 48.400.000.00 47,445 000,00
012 S44.62000000 | sid | 46.490.000,00 45,555 000,00
013 S42.790000,00 | 9d | 4462000000 |  43.705.000,00
014 >4 100000000 | <d | 42.790.000,00 31895 00000
015 >39.250.000,00 | sd | 41.000.000,00 4012500400
016 >37.540.000,00 | sk | 39.250.000,00 38,395 000,00
017 >35870.000.00 | <id | 3754000000 | 3670500000 |

T “S34240000,00 | sd | 3587000000 | 3505500000 |
09 >32.650.000,00 | «d | 34.240.000,00 3344500000 |
020 310000000 | s | 32.650.000,00 31.875.00000

Tl =20.590.000,00 | sd | 31.100.00000 |  30.345.000,00

022 S2E120.000,00 | sid | 29.500.00000 |  2E855.000.00 |

[ 023 2669000000 | sid | 28.120.000,00 27.405.000,00

T 024 | >25.300000,00 | sid | 26.600,000.00 25.995.000,00
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025 =23, 950, 006,00 sid 25 300.000,00 24625 (0N, (WD
026 >22.640.000,00 | sid | 23.950.000,00 23.295.000,00 |
027 =21370,000,00 | sid | 2264000000 |  22.005.000,00

I 028 >20.140000,00 | sd | 2137000000 |  20.755.000,00
020 >18.950.000,00 | sid | 20.140.000,00 19.545.000,00
030 S17.H00.00000 | sid | 1595000000 |  18.375.000,00
031 1669000000 | sd | 1780000000 |  17.245.000,00
032 1562000000 | sid | 16.690.00000 |  16.155.000,00
033 =14.590.00000 | sd | 15.620.000,00 15.105.000,00
034 | >13.600000,00 | sid | 14.590.000,00 14.095.000,00
035 ~12650.00000 | s | 13.600.00000 | 1312500000
036 SIL74000000 | sid | 12.650.000,00 12.195.000,00
037 =10.870.000,00 | =d | 11.740.000,00 11.305.000,00
038 ~10.010.00000 | ¥d | 10.570.000,00 10,435.000,00
134 =4 250000, 0 sl | T 000K, O D645, 000,00

. 040 >§.500.000,00 | sd | 9.250,000,00 887500000

' 041 SLINO0000 | sd | B.500.000,00 B.145.000,00
042 =71 20.000,00 a'il 7. 7O 00,00 7455 (M), 00
M43 649000000 | wd | 7.0120.000,00 6,805 000,00
044 =S000.00000 | sd | 6.490.000,00 6.195.000,00

| 0435 >5.350.00000 | w=d | 5.900.000,00 562500000
046 | >4.840.000.00 | sd | 5.350.000,00 5.095.000,00
047 >4370.000.00 | wd | 4.840.000,00 4.605.000,00
048 >31040.000,00 | =d | 4.370.000,00 4 15500000

M9 | 2355000000 | sd | 3.940,000,00 3.745.000,00
050 | =3.200000,00 | <d | 3.550.000,00 337500000 |

051 | >3.00000000 | wd | 320000000 | 310000000

052 | 285000000 | sid | 300000000 | 292500000 |

083  S2T08.000,00 | &d | 2.850.000,00 2.779.000,00
054 G2ATION0M0 | wd | 2.708.00000 2.640,000,00

s =2444.000,00 | &id | 2.573.000,00 250800000 |

i 056 =2261.000,00 | sid | 2.444.000,00 2.352.000,00
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057 >2.001.00000 | wd | 2461.000,00 2.176.000,00
058 =1.934000.00 | sd | 200000000 | 2.013.000,00
059 S1789.000,00 | sd | 1.934.000,00 1.862.000,00
(60 165500000 | sd | L7E900000 | 1.722.000.00
061 =1A9000000 | &d 165500000 | 1.573.000,00
062 >1.341.00000 | wd | 149000000 | 141600000 |
63 =1.207.00000 | s«d | 134100000 1.274.000,00
|_ 064 | 108600000 | sd | 1.207.00000 | 114700000
. 065 97700000 | sd | 1.086.000,00 1.032.000,00
066 | >85500000 | &d | 977.000,00 916.000,00
067 | ST4B00000 | sd | §55.000,00 B02.00000
o | Sesseqo00 | wa | TG00 | 70200000
069 ~5T3I00000 | od | 65500000 614.000,00 |
_ 070 =301.000.00 | sid | 573.000,00 siTo00,00 |
i' 071 | 42600000 | sd | 50100000 463.000,00
' 072 S36200000 | =d | 426.000,00 304.000,00
1173 I =308.00000 | od 362.000,00 335.000,00
074 >262.00000 | sd 308.000,00 285.000,00
075 =233.00000 | &d | 26200000 243.000,00
076 17800000 | &d | 223.000.00 200.000,00
077 T S14200000 | w4 | 178.000,00 160.000,00
! 078 | =114.000,00 | sd | 142.000,00 128.000,00
079 S9L000,00 | wd | 114.000,00 0300000 |
| 081 =73.000,00 s 91.000,00 £2.000,00
[ oal CFS5000,00 | s | 7300000 | 64,000, 00
082 L0000 | sid I 55.000,00 O 4B00000 |
I =31.000,00 o/d 400000 36,000,00
| 084 | 2300000 | wd | 3100000 C27.00000
085 =>17.000.00 sd | 2300000 | 20.000.00
086 1200000 | &d | 17.00000 14.000,00
I_ 0%7 =8, 400,00 sd | 1200000 1000000
088 CE5H0000 | wd | BADODO [ 705000

: t




089 >4_100,00 s/d 5.900,00 5.000,00

090 =2.900,00 | sd 3,500,00 4.100,00

091 =2_004,00 s/d 2.900,00 2.450,00

092 | =1.40000 s/d 2.000,00 1. 700,00

093 =1.050,00 s/ 40000 | 1.200,00
T >760,00 105000 9000
s =550,00) sl | 760,00 66000

096 >410,00 <A 550,00 480,00
T =310,00 sid | 410,00 350,00
R | =000 | sd | 3000 W00
N =170,00 sd | 240,00 200,00
w0 | =sme00 | | | 4000

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN UNTUK PERDESAAN

DAN PERKOTAAN

KLASIFIKASI PENGELOMPOKAN NJOP [ NILATIUAL
(Rp./m2) ““{ﬁ:_,fﬂ*‘;*“"
(1) (2) i3
o1 1470000000 | sid | I5.800.000.00 | 15.250.000,00 |
2 = 1360000000 sid | 1470000000 1415000000
003 =1 2.550,000,00 sd i | 3.600.000,00 13.075.00000
! 004 | =11.550.000,00 sid | 1255000000 | 12.050.000,00 |
003 = 10600000, 00 sid _| [1.550.000,00 | 11.075.000,00
B06 | =9,700.000,00 sid ‘} 10.600.000,00 | 10.150.000,00
o7 T SE.850.000,00 wid 970000000 | 9.275.000,00
T >R050.000,00 | sd | B850.00000 | B.450.00000
009 | >T30000000 | sd ‘ 205000000 | 767500000
010 =6.600.000,00 sid 7.300.000,00 6.950.000,00
ol ~5.850.000,00 sid 6.600.000,00 6.225.000,00 |
012 >3.130.000,00 sid | 5.850.000,00 5.500.000,00
013 =4, 5000, 000,00 sid | 5.150.000,00 4.825.000,00
014 23 G (00, e aid 4 SOE0 00, D b 2060 0N, CHD




T s | 335000000 | sd | 3.900.000,00 3.625.000,00
T | OS2ES000000 | sid | 335000000 | 3.100.000,00 |
017 >2400.00000 | s/d 185000000 | 2.625.000,00
[ 018 C 3200000000 | sd | 2.400.000,00 2.200.000,00 |
019 = 1.666.000,00 l, sd 0 200000000 | 1.833.000,00

020 T SLIG600000 | sd | 166600000 | 151600000 |
021 SL0300000 | wd 1.366.000,00 “1.200.000,00
[ 022 | =902.000,00 s'd 1.034.000,00 68.000,00
[ 023 < T44.000, 00 s/d 02, M,00 ¥23.00000
o | > 656.000.00 s/d 744.000,00 70000000
2% T =534.000,00 sd | 6S600000 | 50500000
26  >476.000,00 yid 534.000,00 505,000,000
o I =3B, 000,00 s 476.000,00 429.000,060
[ 0 | >348.000,00 s/dl 3R2.000,00 365,000,040
B >272.000,00 sl 348.000,00 310.000,00
i =256.000,00 s/d 272.000.00 264,000,040
B | =194.000.00  wid 256,000 00 225.000,00
032 T = 18R.000,00 s/d 194.000,00 151.000,00
033 S 136.000,00 L 18R.004,00 162000,
03 >128.000.00 sid 136,000,060 132, 000,00
T 3% 10400000 | wd 128.000,00 116.000,00
03 200000 | wd 104.000,00 98.000,00
R =74.000,00 sid 92.000,00 83000,
MR >0, 000,00 | =i 74.000,00 71.000,00
039 5200000 | sd 68.000,00 60.000.00
T 4D <52.000,00 o S0.00000

a3




LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 30 TAHUN 2024
TANGGAL : 7 JUNI 2024

BENTUK SURAT PERMOHONAN SALINAN SPPT

Nomor

Lampiran

Perihal :Pengajuan Salinan Atas SPPT
Tahun Pajak
Kepada Yth.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Belu

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Mama
Alamal
Dengan Ini mengajukan
Salinan alas SPPT,
STPD PBB Tahun Pajak
MNomor Obyek Pajak [MNOWP)
Mama Wajil» Pajak
Alamat Wajib Pajak
Letak Obyek Pajak
Kelurahan f Kecamatan
Ketetapan PBB : Rp.

Dengan alasan Scbagai Berikut

Demikian atas perhatian Bapak sebelumnya Kami sampaikan
terima kasih.




Syarat-syarat salinan SPPT

1.Foto copy surat kepemilikan tanah

2.Foto Copy S5PD PED tanah bersangkutan
3.Foto Copy KTP/KSK

4.Surat kehilangan dari Kepolisiaan/surat keterangan dari Lurah atau
UPTD

5.5urat kuasa apabila bukan pemiliknya.




LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR :30 TAHUN 2024
TANGGAL : 7 JUNI 2024

A.

SPPT

Tampak Depan
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Tampak Belakang

Mama Petugas Tanda Tangan Pelugas

esarahkan ko Wajil Pajak tanggal
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LAMPIRAN VIl PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 30 TAHUN 2024
TANGGAL : 7 JUNI 2024

FORMAT BERITA ACARA PENYAMPAIAN SPFT

A PEMERINTAH KABUPATEN BELU

g,%J BADAN PENDAPATAN DAERAH
B ar

KABUPATEN BELU
JL. HAYAM WURLUK NOL 1 ATAMBUA,
BELU-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Telp.(038%) 1513654 Email : bapenda.beluwigmail.com

L1
S

BERITA ACARA PENYERAHAN SURAT PEMEBERITAHUAN PAJAK
TEEHUTANG |SPFPT), DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK DAN
FEMBAYARAN (DHKFP] PEB SEKTOR PERKOTAAN DAN PERDESAAN TAHUN

DESA :
Pada han i .coccenieains Tenggal ......coomivnaiis- Bulan......Tahun Dua Eibu Dua
Puluh Empat vang bertanda tangan di bawah ini:
1. MNAMA =
MNP i
JABATAN

Selamjuinya dizscbut PIHAK PERTAMA

2. MAMA
NP
JABATAN 1
Selamjutnya dizsebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menvershkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
mencnma darn PIHAK PERTAMA Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang | SPPT )

serta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak ( DHKP | Pajak Bumi dan Bangunan.
Tahun :

Seletor
Digaa
Kecamatan
Kabupalen

Dengan jumlah pajak terhulang Bp. oo [Terbilang........ Rupiah] denan
nnoian sebagai berqlkoue :

98




l. Jumlah Surat Pemberilabuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB : ...... Lembar
[ sesual daftar terlampir |
2. Dafiar Himpunan Ketetopan Pajak [DHKP) PBB : 1 Buku

Unmuk disampaikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berilout:

1. SPFFT harus disampaikan ke Wajib Pajak sesuai jadwal;

2. Pajak terhutang PBB agar dibayar lunas ditempat pembayaran yang telah
ditentukan;

<. ‘Tanggai jatub tempo pembayocan PEB adalal oo cciiieis e, x

4. Apabila pada saat jatuh empo pembayaran pajak terhutang bslum
dan/atau tidak dilunasi, akan dikenakan sanksi berupa denda 2%
perbulan atau  penagihan upaya paksa setelah disampaikan sural

Prrugilse laud UegLurn;

Demikiun Berita Acara dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan

sebagmimana meshnya.

PIHAK KEDUA : PIHAK PERTARMA :

A EEANEEA RSB EE BESE RS RS RdE R RERRA LR RA Rt EE R s EsEaaad s eaE

MENGETAHLI
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
HABUPATEN BELD,

Nama
Pangkat f Golongan
1P Lo RO e

RUPATI HELU;/-I'

OLIN AGUSTINUS ﬁ
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LAMPIRAN V1II PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR » 0 TAHUN 2024
TANGGAL : 7 JUNI 2024

| PEMERINTAH KABUPATEN BELU
KECAMATAN.....ccoveee
DESA/KELURAHAN .......
BELU-PFROVINGI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomaor Kepada
Lampiran  : | Berkas Yth. Kepala Badan
Perihal : Permohonan Pengembalian Pendapatan Daecrah
SPFT Kab. Belu
di -

tempat
Dengan Hormat,

Bersama  ini kami  sampaikan  kepada — Bapak Permohonan
penghapusan/pembatalan SPPT Tahun ....... vang ada di wilayah Desa/
Kelurahan .............. dengan alasan terjadi kesalahan cetak, pendobelan SPPT,
obyck pajak tidak ada, terjadi longsor atau banjir, dll, maka kami minta
kesediaan Bapak untuk menghapus SPPT bermasalah tersebut di Desa/

Kelurahan dari Tahun _.... totalnya ....... SPPT dengan nilai Rp. ........ dengan
daftar terlampir.

Lemikian untuk maklum dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

OB L o e e

100




LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 30 TAHUN 2024
TANGGAL : 7 JUNI 2024

FORMAT SURAT PERMOHONAN NJOP

Nomor
Lampiran

Perihal : Permohonan Surat Keterangan NJOP

Yth,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Eabupaten Belu

Yang berianda tangan dibawaly ini :
Mama e R e Pl A T R P R S e
NPWP )
Alamat
Eelurahan e L A A S B
Kecamatan
Kota
Nomor Telepon

Mengajukan permohonan  penerbitan  Surat  keteranagan  NJOP  uniuk
pendaltaran ohjek PBB/Surat keterangan NJOP /..o ™) atas
objek PEB sebagai berikut :

NOP

Alamat | S 2 A 8 B A AL L 8 e B s
Kelurahan T i o e A R P B R e
Kecameatan

Kota

Alasan mengajukan permohonan untuk penghitungan Bea perolehan atas tanah
dan Bangunan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan / atau bangunan ***) :

1. Untuk objek PBB telah terdaftar dan bukan fasilitas umum, bersama ini

dilampirkan :
L Fotokopi SPPT tahun sebelumnya
| Fotokopi identitas subjek pajak berupa ............c........; dan

L Surat kuasa, dalam hal diajukan oleh kuasa wajib pajak;

t




2. Untuk Objek PBB belum redaftar dan bukan fasilitas umum, bersama ind di

lampirkan

| SPOP yvang telah diisi dengan jelas , benar, dan lengkap serta ditanda
tangani

Fotokopi identitas subjek pajak berupa .......

Fotokopi bukti surat tanah berupa ........... .

Forokopd bukti surat bangunan Berupa...........oc.ooooveennenn,
Fotohopi NFWP atau surat pemyataan tidak mempunyai NPWP: dan
aurat kuasa, dalam hal diajukan oleh kuasa wajib pajak

<. Untuk objek FBB telah terdaftar dan merupakan fasilitas umum, bersama il
dilampirkian,
Fotokopi bukti surat tanah BerIPa.. ... ieeciiiiiie s e eressses!

Futokopi bukti surat tanah, bangunan berupa
Surat kuasa, dalam hal dinjukan oleh kuasa wajib pajak.

Demikian disampaikan uniuk dapat dipertimbasghkan.

Subjek pajak/ wajib pajak/ky asa wajib




LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 30 TAHUN 2024
TAMNGGAL 7 JUNI 2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH

-~ E KABUPATEN BELU Ue>
% $%° JALAN HAYAM WURUK NOMOR 1 ATAMBUA bankNTT

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOYAAN
(SSPD PBB-P2) TAHUN . ......

Nomor bukti fsian MR AN 6 A M SR i 5 e e o B e B
Tanggal Transaksi R A AR ¥ L e e N R AR LR A e e el
Jenis Pajak .
NOP R G e e e R el A e g i e
MNama Wajih PAJAK it e s rn e e e et et e
Alamat '
Kelurahan e W A i e B e e
Eecamatan L R b S e A BB e L S B A
Kabupaten B AN Ak 3 o A o e e e o e
Propinsi R R S S AT S A A St
Luns Tanah /Bangunan R L R K R o R TR T s B A
Masa Pajak e R AR s e R R AR N
Pajak Tahun Berjalan A e i ma A AN o S T—
Piutang Pajak E R RO S i W B A S B o S s
Dieracla AR R At eien et
Jumlah B e Re o R A A S e S s Do
Terbilang s T R L R ;
Validasi e e e P e LA e L
Penyetor Atambua ,......... 20
Bendahara
Penerimaan fTeller,

PEMERINTAHAN KABUPATEN BELU MENTATAKAN BAAWA SSPD IN] MERUPAKAN BUET
PEMBAYARAN YANG SAHTERIMA
KASIH ATAS KESEDIAAN ANDA DALAM MEMBAYAR PAJAK

}.
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LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR

TANGGAL

: 30 TAHUN 2024
: T JUNI 2024

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN

SURAT PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN

Nomor
Lampiran
Peribhal

3 F'ermu-hung.n Pengangsuran FBE-P2

Kepada Yth.
Kepala Badan Pendapatan Dacrah Kabupaten Belu

Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama
Alamat

Sebagai wajib Pajak PBB Objek vang terletak di :

|11 BT i spwiiuisins PN e
Dega [ Bl ooiiiivciiininm 7 R R e R o o
B o A e A e B A A AR R Y bR
PBB terutama untuk tabun ................ Babenar Bp.....ooooiciiiii;
B e S i K|

Tanggal di lerima SPPT :

Dengan ini mengajukan permohonan angsuran PBB-P2 terhutang
sehanmyak @ ... ; kali BMESUIrAn, terhadap
SPPT/SKPD/SKPDEB/SKPDEBT yang telah diterima:

| [, PR (1 Tat -1 | [ e e B s i A s
Bersama ini di lampirkan pula :

1. Surat Keterangan Tidak mampu dari desa/lurah

2. Surat keterangan mengalami  keadaan  kahar  diluar
kekuasaannya dan desaflurah

3. Laporan keuangan usaha yang menunjukan besaran rasio
aktiva lancar terhadap utang lancar,

4. 8SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Pemnbayaran angsuran vang akan kami penuhi sebagai berikiil:

o, Tangeal......... Angsuran ke ...... Pokok.....Denda.... Jumlah.. ..

b. Tanggal.........Angsuran ke ...... Pokok.....Denda..... Jumlah....

¢. Tanggal......... Angsuran ke ...... Pokok.....Denda....Jumlah.....

d. Tanggal......... Angsuran ke ... Pokok.....Denda... .Jumlah.....
5 .01 | o L erovpe




dJika pembayaran (ersebut tidok dipenuht maka kami bersedia

dilakukan penagihan sengan surat paksa tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu.

Nama kota, tanggal /bulan fiahun
Wajibh Pajok

B. SURAT PERSETUJUAN PEMBAYARAN ANGSURAN

APERgh, PEMERINTAH KABUPATEN BELU

“%,EJ BADAN PENDAPATAN DAERAH

_ KABUPATEN BELU
G JL. HAYAM WURLUK RO 1 ATAMBLA,
BELU-FROYINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Telp(0389) 2513654 Email ; bapenda. beluigmail.com

.

Nomor

Lampiran

Perhal ! Persetujuan Pembavaran Pengangsuran PRBB-P2
—Tahun Pajak o

Yith.

Wajib PBEB-P2 an......c........ MOPLE o miim s pnb e

Yang bertanda tangan di bawah ini |

MNama
Alamart

Bertindak untuk dan atas nama:

.....................................

Dengan  ini menyalakan lelah menyampaikan permohonan
angsuran pembayaran utang PBB-P2 pada tanggal

“bﬁ]l}'ﬂl:; ....... Kali & ... AN EAUran, l:erha-cll-E-le:;
SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT vang telah diterima:
[ R, tangEal ....cooiiinnnnniionn, B varvidiiiiias s
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& F

d.

Tanggal........ Angsuran ke ...... Pokok.....Denda ...
Tanggal......... Angsuran ke ... Polcok.....Oenda.... ..
Tanggal.........Angsuran ke ...... Poiole.....Denda....

Tanggal......... Angsuran ke

Pakok.....Denda.. ..

Jumilah....

Jumlah.....
sumlah... ..

Jika pembayaran tersebut tidak dipenuhi maka kami akan
melakukan penagihan dengan surat paksa tanpa pemberitahuan
terlebih dahulha,

Mengetahui

Mama kota, tanggal /bulan ftahun

Waijib Pajak

Kepala Bapenda Kabupaten Belu

Nam:a

MIP

[0




LAMPIRAN X1l PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR
TANGGAL

: 30 TAHUN 2024
: 7 JUNI 2024

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN

KOP BAPENDA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KEPUTUSAN KEPALA .......oooivimmanmmmnnnnnn
NOMOR ..oosnnmnnn

1. Surat Keberatan Wajib Pajak atas nama ... Nomor

waee TETIEEAD. ... ;

Laparan Penelitian Keberatan Nomor & ... Tanggal ..... ;

3. Bahwa terdapat cukup alasan untuk meneTima
selurubhinya /menerima  sebaginnftidak  terdapat cukup alas an
untuk menerima®) keberatan wajib pajak.

o

1. Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang
Ketentuan Umum Pajak Dacrah dan Retribuei Dacrah;

2. Pasal ..... Peraturan Daerah Knbupaten Belu Nomor 1 Tahun 2024
Tentang Pajak Daerah Dan Betribus Daerah;

3. Pasal T8 Permaturan Bupati Belu Momor 30 Tahun 2024 Tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdessan dan
Perkotaan.

MEMUTUSEAN

KEPUTUSAN KEPALA ....... TENTANG KEPUTUSAN KEBERATAN WAJIR

Mengabulkan selurubnysMengabulkan ssbhagian/Menolak keberatan
wajib papak dalam suratnya Nomor : ...... tanggal .....

Mengurangkan / Mempertahankan { Menambah jumiah pajak yang masih
harus dibayar/jumlah pajak yang lebih dibayer dalam ...... Homor : ....
Tanggal.......... Tahun Pagak .......

Atas Nama Wajib Pajak ; ___........

NPWPD/NOPD

Alamat TR NTrre




| KETIGA

Dengan Perincian seboagai berilout:

Lirmimn

Sem ulﬁﬁpb

Drtambatk
idikurangi|Rp

Pajak
Kurang/ebih)
Bayar

Menjadi (Rp] ||

Banksi Bunge

Eanlsi
Kenaikan

Jombah Pajuk
yang  masth
harus/ lekik)
dibayar

¢ Keputusgan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua

Pada Tanggal .......

Tahun ......
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LAMPIRAN XIll PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 30 TAHUN 2024
TANGGAL : 7 JUNI 2024

FORMAT sKPOLE
| BT ry PEMERINTAH HABUPATEN BELU
‘f".ﬁ BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. HAYAM WURUK .FI.T.FLMHU.I‘!L

BURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH HAYAR
PaJAK BUMI DAN BANGLUNAN l’hH[]I:.SMH DAN PERKOTAAN

[ Nomor Urut 3 Tahun :
Mo gy i |
Alsrmmn e W ARk e e il sl il B o
Tanmﬂ Jatuh TEMPO § ..oene s s smsas s s s p

Berdasarkan Peraturan Daersh Kabu paten Belu MOMOC ..ianranninran +a telath dilakukan
pemeriksann atau kelerangan bin atas polaksanaan keawaphaen
Ayal Pajak
Mama Pnjak :
. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih haroes
dibayar adulab sebagui I.'rEFlIlLII:
I. Dasar pengenaan -
2. Pajak vang teritang
3. Kredit Pajak
., sctoran y'n.n.p;d.ih.iiu'lul.rl
b lain <lain
| Letak Objek I’_ﬂlk Nama dan W 3
Kabupaten -
Keearmnlan
Desa f Kelurahan
Alamat

e

| noP LI "Ili.li' mewen: 1T T T T T 00310 1T]
1 Dasar pcngtnw.l.n Ry
| 2. | Pajak yang terutang Rp.
| 3. | Kredit Pajak : 1

a. setaran vang dilakukan Fp.
[ b. lain-lain [ Rep,
| . [Mkurangg Fimnpl:n:.u.ai kelebobun ke tahiun ving K
| akan datang/uiang pajak

d. jumlah vang dikreditlan 'r|+|',|—t,'j Fl'|1-_ -

Ea } Iumluh keclebihan pembayaran pajak|3d-ef Rp
5 | B ||1I.::|. ndm:nl.ﬂwsl

a. bunga R

b. keanikan ___Rp.
== . Jumbah sanksi adinistrasi (a+h) ) Rp
(& [Ju mluh kelath yang ym ng H‘l‘-lﬂl'l.:lll'l_!ﬂ 1|dak lrmhmg L'i "'H::I Rp
| Dengan hurual . e e R e

M Alarm i,
Fengombxalan kelobiban pajak dilakukan poda oas doernh HEPAH E,ﬁ,[:,ﬂ,ﬂ FEHDAI'&TAH
demgnn menggunakan Bural Perintah Membayar Kelebhan DAERAH

Pajek [SPFMEF dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang
| [SPMU). N e i e A
1

| NP,
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i Mama W, ; B

NFWFD EEEEEEEEERNEEE| Penerima
NOP IS EEN ENE EEE AEEE B
_"E".ng__g;.ll Pennrhm _ - I

Narmia Ll!hgj.:_ﬂ_]j Anin r:'a'__nL"'r""";E;-l:.....“.

BELU}.;V
3

i TN AGUS‘PINUS ﬂ
[ =
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LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 30 TAHUN 2024
TANGGAL : 7 JUNI 2024

PERMOHONAN PENGHAPUSAN /PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

PERMOHONAN PENGHAPUSAN /PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Lampiran - P
Perital l'errnnhnm.n I"i."ml:hilpl.tuun.l'F"Enerrtl'lg-m Sankai
Administrasi FEE whuan . e

¥ih. Badan Pendapatan Dasrah Kabupaten Belu
di
TEMPAT

Yong bertanda tangan di bawah ind
Nama ]

Mo, KTP |_ILJIII[TIIILJLlIHmn|||||i||||||||i
Alama Falli yoocar oy i e B e Telp, . pH

Dresa ) Kelurahan ) St {'." (1.1, 1: 1¢ 17 o

Sehagai -nnJll:l p-l:l:_]ﬂkj'i:u.lﬂ.‘u u.1_|m m_ml: 'J PI!H I*.i .ll:ml. nl.:.}-:h .P.;J;.k..;.unﬁ wr!ﬂ:ﬂ-t |:L|
-"‘nlﬂ.ﬂ'l.-ﬂl A0 | ) —r e W8 e TElp. e BT
l‘-'t-.m.n' Kelurahan *

Kabupaten : o

No.SPPT/SKP *) N A ST e = e

D't‘l:ﬂuﬂ ini mengajukan permohonan penghapusan )/ pengurangan sanksi administrass
sebesar ... %

bamsacisziics o s PETEEN] dard denda yvang tercantum pada @ Sen somda X podin kelem
Leng iy

a. 2TTS PEB wahun ........ “'I.:I]J"E'I!lﬂ Inrmhn_'.-..]r PRB mebrwath T | Jatuh T

it A PRI, o e S e e e e Inhun

dengan alasan ; vt panchs X penles Bpfom gang
ehipiih

o Terlambat menerima SPPT karena hal-hal tertentu di luar kemampuaan wajib pajok,
h. hareha Petagas Pemungut terlambat setor ke Tempat PFembayaran sedangkian

waply pajak sudah membayar lunos dan menecrima Tanda Tenama Sementarn

(TTS).

B L B B L B B B B B B S B 8 0 LTS B S B I S LS LT B T 8 BB i o 9

L]

B

Bersama ind dilamplrkan pula B oo X el kplooy prpeg il
+ Burat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikossabkan kepada orang pihak lain)
. Folo copy KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak.
Fulo copySPPT /SKFP/STF *) PBE wahun pajek vang berkenaan.
. Foto copy bubkdl pembayaran PEE (S5PD/STTS *) tahun (erakhir
. Suratl Keternngan yang mendulung abisan pengajunn permohonae,

e e e
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U nnkien sty perhatiannyn disampeikban terima kasth

WAIIH PAIAKR S KUASA WAIR
PaAJAK *)

1 Caret vane idnk reriai




LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 30 TAHUN 2024
TANGGAL : 7 JUNI 2024

FORMULIR PERMOHONAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN KELEBIHAN

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN F‘EM'EA‘I"AEAH PEBR

MNomoar
Perihan : Permohonen Pengembalian
Yih. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Belu
el
TEMPAT

Yang h-:rtancta tangan dibawah ind :
Mama
Mo, KTF IlIlE!I:IilllJIJILLHFH‘HIIIIIE!II]II[III]
Alamat e | U TR e S SO P 7 1 VR -1 - SR - AR - | S
Desnf Kelurahan®) Iilm:amatan
Kata f Kabupaten

E:lj:-n.p: dnlrn,]lh- pa,pal-.a."l-:unan wajlb pajuk ':I "PBB atas tanah dan stau I:reu:gunun _','a:ug
terleta

Alamat £ 1] | EESHAEPRIRRRARRNSNRRAN | L1 S Y || SURPRRRENN . J HSRORN 1 PR
ueujﬂdumhun'] ....H.H,'_lrrnnhln ..... e P g

M, EWHGP - tahun pﬁJnk i "'\\
Berdasarkan Akm!ﬂmﬂnh l.-rlu.ngjﬂ]( Pemberian Hak Enm.l' Putusan Pcngad:hn ]

MNomor o 1 (1T, W e

I N O s i 6 o i i e i A

A e RS e ek et S i i i e i e

Pem FBE Bp tangal e S i di

Hank...

E}tngﬂ.ﬁ ini muhnn pe:nmmhnhan b:f-lnhlhan m'mbn:mmn PEB sehesar Hp

Llntuk mn mnkmmadalah
kcdom yang dipitth
8. Dibayar Tunai

b, Dipindah bukukan pada Bank.........c.cooveieecereeen 90, REK. ...

Atas Nama ..

o . kI:F.":h Nc“m TR A A T R T TR 1 won FS R e e AR
d. Kompensasi dengan... e p R el e e

Borsama ind dilampirkan pula : Ben wmcda X padda Eofom
muﬁhﬁib

Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal dikussakan kepada orang pihak lain],

Folo copy KTP atau wentitas lainnya dar wajib pajak.
Asli Surat Setoran PRE (SSPD).

Asli 3K Keberatan /SK Pengurangan/ SK Pembetulan/Putusan Banding *)

Foto copy Akia/Risalah Lelang/8K Pemberian Hak Bars/Putusan Pengadilan®)

Folo copy SPPT/PBB tahun terakhir untuk objek pajak vang berkenaan.

B S

Fato copy bukti Pembayaran PEB (S2P0/STTS % ishun temmkhir

untuk ohjek pajak yvang berkenaan,




Demikian atas per hatiamnnya disumpaikan terima kasih

WAJIB PAJAK) KUASA WAJIB PAJAK +

I arer yang tidak perly




